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KATA PENGANTAR 
 

 
 
 

Buku  Selayang  Pandang  Penyelenggara  Pendidikan  Nasional  Tahun  2014/2015 

dibuat seiring dengan tuntutan masyarakat akan pentingnya data dan informasi 

pendidikan. Buku yang diterbitkan sejak tahun 2002 ini setiap tahun terbit dilakukan 

revisi data dan informasi yang telah disesuai dengan program pendidikan    tahun 

tersebut. Di dalam buku ini berisi aspek geografi, kependudukan, ketenagakerjaan, 

perekonomian,  system  pendidikan  formal  dan  nonformal,  anggaran  pendidikan 

serta organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

Sumber data dalam penyusunan buku ini adalah Undang-undang Republik 

Indonesia, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri tentang pendidikan, Buku 

Pengembangan   Kurikulum,   Statistik   Pendidikan,   Statistik   Indonesia,   Statistik 

Angkatan Kerja, Laporan UNDP, Analysis of the World Education Indicators (An 

Executive Summary), dan media internet yang terkait dengan pendidikan. 
 

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang yang telah 

berperan serta dalam menyusun buku ini dari awal sampai akhir. Kritik dan saran 

yang  sifatnya  konstruktif  dari  pembaca  sangat  kami  harapkan.  kami  berharap 

semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten serta untuk 

perbaikan penerbitan buku di waktu mendatang. 
 

 
 
 

Jakarta,    November 2016 
Kepala, 

 
 
        
 

 
Dr. Bastari 
NIP 196607301990011001
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Wilayah Indonesia terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari 
utara ke selatan sepanjang 1.888 km. Secara astronomis, terletak antara garis-garis 
6oLU (lintang utara)- 11oLS (lintang selatan) dan 95o  - 141oBT (bujur timur). Sebagai 
negara kepulauan, luas wilayah mencapai 5.193.250 km², tiga perempat bagiannya 
merupakan lautan. Dari luas tersebut, sebesar 1.904,6 ribu km² merupakan daratan 
yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau besar dan kecil. Dengan letak tersebut, 

Indonesia dilewati garis equator (0o) atau disebut dengan garis khatulistiwa yang 

terletak di antara 0oLU - 23½oLU dan 0oLS - 23½oLS. Posisi ini menjadikan negara 
Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis. Rangkaian gugusan pulau ini sering 
disebut sebagai άUntaian Zamrud Katulistiwaέ. 

Pada UU Nomor 20/2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 
Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa.  Pendidikan 
diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan 
multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan 
diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan 
diselenggarakan     dengan   mengembangkan   budaya     membaca,   menulis,   dan 
berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan 
memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Dalam sistem pendidikan nasional telah ditegaskan tentang prinsip 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan secara demokratis dan 
berkeadilan, pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, pendidikan sebagai 
suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, pendidikan memberi keteladanan, 
pendidikan  dengan  mengembangkan  budaya  membaca,  menulis,  dan  berhitung, 
dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. 

Pendidikan  dilaksanakan  melalui  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan.  Jalur 
pendidikan  terdiri  atas  pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal  yang  dapat 
saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di sisi lain 
penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan jenis-jenis pendidikan yang 
mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan 
khusus. Adapun jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat. 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015--2019 
dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan (Kemdikbud), serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah  Nasional   (RPJMN)   2015--2019   dan   evaluasi   capaian   pembangunan
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pendidikan sampai tahun 2014. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan 
komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, 
khususnya  Konvensi  Dakar  tentang Pendidikan  untuk  Semua  (Education  For  All), 
Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals 
(MDGs), dan World Summit on Sustainable Development. 

Kementerian   Pendidikan   dan   Kebudayaan   berupaya   untuk   mewujudkan 
strategi   dan   arah   kebijakan   pembangunan   pendidikan,   seperti   yang   telah 
disebutkan, dengan bantuan unit-unit yang ada. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur kedudukan, tugas, dan 
fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, yaitu: 

1)  Sekretariat Jenderal; 
2)  Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 
3)  Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 
4)  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 
5)  Direktorat Jenderal Kebudayaan; 
6)  Inspektorat Jenderal; 
7)  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 
8)  Badan Penelitian dan Pengembangan; 
9)  Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing; 

10)  Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah; 
11)  Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; 
12)  Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan; 
13)  Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan; 
14)  Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan; 
15)  Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan; 
16)  Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan 
17)  Pusat Pengembangan Perfilman. 

Terkait dengan anggaran pendidikan, anggaran pendidikan terdiri dari anggaran 
yang berupa rupiah murni dan pinjaman luar negeri. Semua anggaran berupa rupiah 
murni berasal dari dana pemerintah sedangkan pinjaman luar negeri bersumber dari 
dana bantuan internasional (World Bank/WB, Asian Development Bank/ADB, OECF, 
IDB, donor-donor bilateral/  multilateral). 

Anggaran yang bersumber dari pemerintah dan bantuan internasional berada di 
bawah pengelolaan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Selanjutnya, oleh Kemkeu 
menyalurkan ke kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kemdikbud dan 
Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu, Kemkeu juga langsung menyalurkan 
anggaran pendidikan  ke  pemerintah  daerah tingkat provinsi  dan kabupaten/kota 
melalui kantor-kantor wilayah anggaran (kanwil anggaran) di provinsi  dalam bentuk 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengenai dana 
masyarakat, pada umumnya disalurkan langsung oleh masyarakat ke satuan-satuan 
pendidikan. 

Pada jenjang SD dan SMP, jumlah sekolah negeri lebih banyak dari pada sekolah 
swasta,  sedangkan  untuk  jenjang  TK,  SMA,  SMK,  dan  SLB  lebih  banyak  sekolah 
swasta. Walau jumlah sekolah di SMA lebih banyak yang berstatus swasta, tetapi
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jumlah siswa baru di SMA negeri lebih banyak daripada sekolah swasta, demikian 
juga dengan jumlah siswa dan  lulusan.  Pada jenjang SLB, jenis ketunaan grahita 
memiliki siswa baru dan siswa paling banyak dibandingkan dengan jenis ketunaan 
lainnya. Rasio siswa per guru antara sekolah negeri dan swasta tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan kecuali pada jenjang SMK. Rasio siswa per guru di SMK 
swasta  mencapai  11  yang berarti  bahwa  di  SMK  swasta  kekurangan  guru.  Pada 
jenjang TK, SD, SMP, SMA,  dan SMK jumlah guru perempuan lebih banyak daripada 
laki-laki. Pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK guru yang berijasah җ S-1 lebih banyak 
daripada yang berijasah < S-1, tetapi untuk TK lebih banyak yang masih berijasah < 
S-1.  APK  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (TK)  mencapai  68,10%,  SD/MI  mencapai 
109,05%, SMP/MTs mencapai 100,51%, dan SM/MA mencapai 77,83%. APM SD/MI 
mencapai  mencapai  93,53%,  SMP/MTs  mencapai  80,76  serta  SM/MA  mencapai 
65,23%. APM usia 7-12 tahun mencapai 93,53%, APM usia 13-15 tahun mencapai 
80,76%, dan APM usia 16-18 tahun mencapai 57,15%. 

Jumlah lembaga/kelompok belajar di pendidikan nonformal cenderung fluktuatif 
kecuali Taman Penitipan Anak (TPA) dan kursus yang terus meningkat demikian juga 
untuk jumlah peserta didik juga mengalami peningkatan dan penurunan.  Jumlah 
peserta didik terbesar adalah PAUD yang mencapai 1.964.703. Lulusan di pendidikan 
nonformal        berkembang        sesuai        dengan        jumlah        peserta        didik.



Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2014/2015 |    vii 
 

DAFTAR ISI 
 
 

 
KATA PENGANTAR........................................................................................................ iii 

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................vii 

BAB I KEADAAN UMUM ................................................................................................ 1 

A.    Tipografi dan Geografi...................................................................................... 1 
 

B.    Kependudukan.................................................................................................. 2 
 

C.     Ketenagakerjaan............................................................................................... 7 
 

D.    Perekonomian .................................................................................................. 9 
 

E.     Pemerintahan ................................................................................................. 14 
 

BAB II PENDIDIKAN NASIONAL ................................................................................... 16 
 

A.    Sistem Pendidikan .......................................................................................... 16 
 

B.    Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 
 

2015-2019 ....................................................................................................... 21 
 

C.     Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ...................... 23 
 

BAB III PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL...................................................... 27 
 

A.    Formal ............................................................................................................. 27 
 

B.    Nonformal....................................................................................................... 57 
 

BAB IV PENCAPAIAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL............................... 65 
 

A.    Formal ............................................................................................................. 65 
 

B.    Nonformal....................................................................................................... 86 
 

BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN ............................................................................ 95 
 

A.    Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ................................. 95 
 

B.    Badan Akreditasi Nasional ........................................................................... 102 
 

C.     Anggaran Pendidikan ................................................................................... 109 
 

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................... 122



Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2014/2015 1  

 

 
 
 

A. Tipografi dan Geografi 

BAB I 
KEADAAN UMUM

 

Wilayah Indonesia terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari 
utara ke selatan sepanjang 1.888 km. Secara astronomis, terletak antara garis-garis 
6oLU (lintang utara)- 11oLS (lintang selatan) dan 95o  - 141oBT (bujur timur). Sebagai 
negara kepulauan, luas wilayah mencapai 5.193.250 km², tiga perempat bagiannya 
merupakan lautan. Dari luas tersebut, sebesar 1.904,6 ribu km² merupakan daratan 
yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau besar dan kecil. Dengan letak tersebut, 

Indonesia dilewati garis equator (0o) atau disebut dengan garis khatulistiwa yang 

terletak di antara 0oLU - 23½oLU dan 0oLS - 23½oLS. Posisi ini menjadikan negara 
Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis. Rangkaian gugusan pulau ini sering 
disebut sebagai άUntaian Zamrud Katulistiwaέ. 

 

 

Indonesia di Peta Dunia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asia 

 
 
 

Garis  Khatul isti wa                                I ND ONESI A  

Sam udera 
Pasif ik

 

 
Australi a 

 

 
 

Sumber: google.com yang diperbaiki 

Sam udera Hindia 

Gambar 1.1

 

Oleh karena wilayah Indonesia dilalui oleh garis katulistiwa maka Indonesia beriklim 

tropis,  dan  mempunyai  dua  musim,  yaitu  kemarau  dan  penghujan.  Berdasarkan 

letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua 

Australia serta di antara Samudera Hindi dan Samudera Pasifik. 

Berdasarkan posisi geografis, Kepulauan Indonesia berada di ujung tenggara Benua 

Asia berbatasan sebelah utara dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut
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Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia dan Samudera 

Hindia. Sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Papua Nugini, 

Timor Leste, dan Samudera Pasifik. 

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat 

kepulauan. Lima pulau besar tersebut adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua sedangkan empat kepulauan tersebut 

adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nusa Tenggara, dan 

Kepulauan Maluku. 
Kebanyakan  wilayah  daerah  Indonesia  berada  di  sepanjang  pantai  sehingga 

sebagian besar wilayah Indonesia beriklim panas dan lembab dengan suhu udara 

dan kelembaban masing-masing daerah bervariasi, sesuai tinggi-rendah letaknya 

terhadap permukaan laut. Rata-rata wilayah Indonesia memiliki suhu udara pada 

siang hari berkisar antara 28,20 Celcius sampai 34,60 Celsius, sedangkan suhu udara 

pada malam hari berkisar antara 12,80 Celcius sampai 30,00 Celcius. 
Indonesia memiliki 47 perbedaan ekosistem alam, mulai dari daerah bersalju dan 

padang  rumput  pegunungan  tinggi  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  sampai 

dengan hutan-hutan dataran rendah yang lembab; dari danau-danau yang dalam 

sampai   dengan   rawa-rawa   yang   dangkal;   dan   dari   batu-batu   karang   yang 

spektakuler sampai ke lautan rumput dan rawa-rawa hutan bakau. Masing-masing 

tipe ekosistem utama ini masih memiliki serangkaian variasi jenis ekosistem. 

 
B.  Kependudukan 

 

Berdasarkan asal-usul dan persebaran penduduk, diperkirakan sebagian besar 

penduduk Indonesia berasal dari keturunan ras Sinida, khususnya rumpun bangsa 

Mongoloid, terutama yang menghuni wilayah Indonesia bagian barat dan bagian 

tengah.  Sebagian  besar  penduduk  di  wilayah  Indonesia  bagian timur  merupakan 

keturunan Melanesia dan Negroid. 

Perbedaan etnik yang terdapat di Indonesia jauh lebih besar daripada yang ada 

di  belahan  dunia.  Bahkan,  dari  ratusan  suku  bangsa  yang  mendiami  wilayah 

Indonesia, suku bangsa yang terbesar jumlahnya ialah etnis Jawa di Provinsi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur, kemudian disusul etnis Sunda yang bermukim di Provinsi 

Jawa Barat. 
Jumlah penduduk yang terdapat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 

2014 telah mencapai 259.907,3 juta orang, terdiri dari 126.715,2 juta laki-laki 

(48,80%)  dan  133.192,1  juta  perempuan  (51,20%).  Grafik  1.1  memperlihatkan 

bahwa  penduduk  Indonesia  yang  berusia  0-24  tahun  sebesar  112.933,6  juta 

(43,45%) sedangkan usia produktif (15-64 tahun) sebesar 175.404,5 juta (67,48%) 

dari seluruh penduduk. Hal ini berbeda dengan kondisi pada negara-negara maju 

sebesar      50%      dari      penduduknya      berusia      produktif      (15-64      tahun).
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Tabel 1.1 
Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 

Tahun 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Proyeksi Penduduk SP 2010, BPS, 2015 

(ribuan)

 
 

Grafik 1.1 
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 

Tahun 2014
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Perkembangan  penduduk  tahun  2012  sampai  tahun  2014  pada  Tabel  1.2 
menunjukkan   adanya   peningkatan   sebesar   245.425,2   juta,   yang   terdiri   dari 
123.331,0 juta penduduk laki-laki dan 122.094,2 juta perempuan. Pada tahun 2012 
menjadi 248.818,1 juta yang terdiri dari 125.036,0 juta laki-laki dan 123.782,1 
perempuan.  Pada  tahun  2013  dan  2014  jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai 
259.907,3  juta,  yang  terdiri  dari  126.715,2  juta  laki-laki  dan  133.192,1  juta 
perempuan. Lebih lanjut lagi, dilihat dari tahun ke tahun penduduk usia 0-9 tahun 
terus meningkat hingga tahun 2014, di mana pada tahun 2013 penduduk usia 0-9 
tahun yang berjumlah 46.921,1 juta (18,86%) meningkat menjadi 47.196,3 juta 
(18,16%) pada tahun 2014. 

 

 

Tabel 1.2 
Perkembangan Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin34 

Tahun 2012-2014 
 

(ribuan) 
Kelom pok 

Usia 

Tahun 2012  Tahun 2013  Tahun 2014  

Lak i- Lak i Perem puan Jum lah Lak i- Lak i Perem puan Jum lah Lak i- Lak i Perem puan Jum lah 

0-4 12 .215,9 11 .636,8 23 .852,7 12 .268,1 11 .726,1 23 .994,2 12 .301,4 11 .785,4 24 .086,8 

5-9 11 .673,5 11 .093,8 22 .767,3 11 .765,1 11 .166,8 22 .931,9 11 .857,3 11 .252,2 23 .109,5 

Subj lh 0-9 23 .889,4 22 .730,6 46 .620,0 24 .033,2 22 .892,9 46 .926,1 24 .158,7 23 .037,6 47 .196,3 

%  19 ,37 18 ,62 19 ,00 19 ,22 18 ,49 18 ,86 19 ,07 17 ,30 18 ,16 

10 -14  11 .408,9 10 .872,0 22 .280,9 11 .421,3 10 .888,5 22 .309,8 11 .448,3 10 .911,9 22 .360,2 

15 -19  11 .078,5 10 .733,6 21 .812,1 11 .167,6 10 .763,6 21 .931,2 11 .237,8 10 .786,9 22 .024,7 

20 -24  10 .650,0 10 .498,7 21 .148,7 10 .708,7 10 .542,0 21 .250,7 10 .768,5 10 .583,9 21 .352,4 

25 -29  10 .318,6 10 .328,0 20 .646,6 10 .348,6 10 .315,2 20 .663,8 10 .398,2 10 .318,1 20 .716,3 

30 -34  10 .072,9 10 .167,6 20 .240,5 10 .110,1 10 .238,0 20 .348,1 10 .150,2 10 .280,7 20 .430,9 

35 -39  9.598,7 9.505,6 19 .104,3 9.717,7 9.648,2 19 .365,9 9.802,6 9.784,5 19 .587,1 

40 -44  8.716,8 8.616,0 17 .332,8 8.894,2 8.789,0 17 .683,2  9.054,2 9.784,5 18 .838,7 

45 -49  7.514,7 7.500,5 15 .015,2 7.734,2 7.712,8 15 .447,0 7.949,2 8.950,5 16 .899,7 

50 -54  6.253,9 6.186,7 12 .440,6 6.449,5 6.427,7 12 .877,2 6.650,6 7.918,2 14 .568,8 

55 -59  4.866,5 4.649,2 9.515,7 5.098,9 4.927,1 10 .026,0 5.319,6 6.663,1 11 .982,7 

60 -64  3.371,3 3.382,1 6.753,4 3.585,2 3.531,6 7.116,8 3.804,7 5.198,5 9.003,2 

65 -69  2.320,6 2.587,9 4.908,5 2.396,0 2.666,8 5.062,8 2.500,2 3.714,1 6.214,3 

70 -74  1.615,4 1.949,9 3.565,3 1.666,6 1.995,1 3.661,7 1.715,0 2.753,2 4.468,2 

75 +  1.654,8 2.385,8 4.040,6 1.704,2 2.443,6 4.147,8 1.757,4 2.506,4 4.263,8 

Jum lah 123 .33 1,0 122 .09 4,2 245 .42 5,2 125 .03 6,0 123 .78 2,1 248 .81 8,1 126 .71 5,2 133 .19 2,1 259 .90 7,3 

Sumber: Proyeksi Penduduk SP 2011, BPS, 2015 
 

 
Perkembangan   komposisi   penduduk   usia   15   tahun   ke   atas   berdasarkan 

pendidikan menunjukkan kecenderungan makin membaik. Tabel 1.3 dan Grafik 1.2 
memperlihatkan terjadinya penurunan persentase penduduk yang tidak/belum 
pernah sekolah dari 19,06% pada tahun 1985, di mana setelah 29 tahun menurun 
secara drastis menjadi 8,37% dan kemudian menjadi 4,32% pada tahun 2014. 
Sedangkan  pada  penduduk  yang  tidak/belum  tamat  sekolah  dasar  (SD)  terjadi 
sedikit perbedaan,  awalnya menurun cukup tajam dari 37,71% pada tahun 1985 
menjadi 14,43% pada tahun 2000 namun penurunannya melambat menjadi 13,30% 
pada tahun 2014. 

Persentase penduduk yang tamat SD telah meningkat dari 26,82% pada tahun 
1985 menjadi 35,75% tahun 2000 namun menurun menjadi 28,05%  pada tahun 
2014.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  persentase  penduduk  berpendidikan  sekolah
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menengah pertama (SMP), yang mengalami peningkatan cukup tinggi dari 8,87% 
pada tahun 1985 menjadi 19,32% pada tahun 2000 namun mengalami sedikit 
penurunan menjadi 17,98% pada tahun 2014. 

 
Tabel 1.3 

Perkembangan Penduduk 15 tahun ke atas menurut 
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 

Tahun 1985-2014 
 

 
 

Tahun  
Tidak / Be lum 

Pernah Sekolah 

Tidk / Be lum 

Tam at  SD 

 
Tam at  SD 

 
Tam at  SMP 

 
Tam at  SM 

Tam at  Perguruan Ting gi  
Jum lah 

Diplom a Sar j ana  

1985 22.943,8 45.399,0 32.283,8 10.674,1 8.140 ,8 562,5  376,1  120.38 0,1 

%  19,06  37,71  26,82  8,87 6,76 0,47 0,31 100,00 

1990 21.954,3 42.480,4 40.996,4 14.481,1 13.087,4 1.053 ,3 986,7  135.03 9,6 

1995 14.146,8 36.980,2 56.144,7 21.839,1 21.444,9 2.020 ,3 1.888 ,7 154.46 4,7 

2000 11.821,7 20.364,0 50.470,9 27.268,5 26.159,0 2.516 ,8 2.569 ,8 141.17 0,7 

%  8,37 14,43  35,75  19,32  18,53  1,78 1,82 100,00 

2001 11.548,6 21.538,0 50.280,7 28.967,4 26.066,2 2.657 ,4 2.975 ,5 144.03 3,8 

2002 11.465,0 21.495,8 52.862,2 30.306,1 26.941,0 2.631 ,3 3.028 ,4 148.72 9,8 

2003 8.891 ,2 18.705,4 55.101,2 35.293,0 29.282,4 2.363 ,1 3.023 ,7 152.66 0,0 

2004 9.500 ,5 19.128,1 53.967,0 35.651,0 29.444,0 2.708 ,3 3.550 ,0 153.94 8,9 

2005 9.932 ,7 18.509,8 54.544,7 35.879,0 29.997,1 2.924 ,8 3.761 ,7 155.54 9,8 

2006  9.831 ,8 18.703,4 55.009,2 36.504,6 33.066,8 3.388 ,2 4.307 ,6 160.81 1,5 

2007 9.753 ,7 19.137,8 56.563,5 36.394,8 33.393,3 4.076 ,3 4.798 ,9 164.11 8,3 

2008 9.834 ,4 19.539,1 56.018,3 36.911,7 35.090,4 3.871 ,8 5.375 ,4 166.64 1,1 

2009 10.333,9 22.778,9 52.814,4 36.868,1 35.649,9 4.041 ,5 5.777 ,6 168.26 4,4 

2010 9.979 ,8 27.482,5 46.538,7 38.299,9 38.992,0 4.113 ,5 6.663 ,5 172.06 9,9 

2011 5.772 ,9 16.775,9 31.627,9 20.696,6 25.973,5 3.173 ,5 5.650 ,1 109.67 0,4 

2012 5.441 ,3 16.611,6 33.860,6 21.924,2 29.625,5 3.170 ,4 7.419 ,5 118.05 3,1 

2013 4.443 ,5 14.450,3 32.492,5 22.072,6 32.237,8 3.338 ,0 10.210,5 119.41 5,7 

2014 5.262 ,3 16.205,0 34.182,2 21.917,6 32.395,8 3.150 ,2 8.759 ,5 121.87 2,6 

% 4,32 13,30  28,05  17,98  26,58  2,58 7,19 100,00 

Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia November 2013, BPS, 2015 
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Selanjutnya, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah menegah 

(SM) terus mengalami peningkatan dari 6,76% pada tahun 1985 menjadi 18,53% 
pada tahun 2000 dan meningkan lagi menjadi 26,58% pada tahun 2014. 
Perkembangan yang sangat tinggi terjadi pada jumlah penduduk dengan pendidikan 
diploma perguruan tinggi (PT) dari 0,47% pada tahun 1985 menjadi 1,78%  pada 
tahun  2000  dan menjadi 2,58%  pada  tahun  2014. Persentase  penduduk  dengan 
tingkat pendidikan sarjana PT juga mengalami peningkatan sangat tajam dari 0,31% 
pada tahun 1985 menjadi 1,82% pada tahun 2000 dan menjadi 7,19% pada tahun 
2014. 

Tabel 1.4 diperlihatkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 
122.380,2 juta. Jumlah ini dipilah menjadi 10 kelompok usia, yaitu 15-19, 20-24, 25- 
29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Jumlah 
penduduk terbesar adalah kelompok usia 25-29 tahun sebanyak 15.273.618 ribu, 
12,5%    dari jumlah penduduk. Tingkat pendidikan paling besar adalah tamat SM 
sebanyak 5.498.326 ribu, 36,9% dari jumlah kelompok usia tamatan SM. Sedangkan 
kelompok  usia  60  tahun  ke  atas  sebesar  10.227.281  ribu,  8,4%  dari  jumlah 
penduduk.  Tingkat  pendidikan  yang  paling  besar  adalah  tidak/belum  tamat  SD 
sebesar 1.701.611 ribu (38,3%) dari jumlah kelompok usia tidak/belum tamat SD. 

Tabel 1.4 
Tingkat Pendidikan Penduduk 15 tahun ke atas per Kelompok Usia 

Tahun 2014 
(ribuan) 

 
Kelomp ok Usia 

Tidak / Belu m 

Pernah 

Sek olah 

Tidk / Belum  

Tam at  SD 

 
Tam at  SD 

 
Tam at  SMP 

 
Tam at  SM 

Tam at  Pergur uan Tinggi  
Jum lah 

 
%  

Diplom a Sar ja na 

15 - 19  62 .58 4, 0 31 1.8 51 ,0 1. 197 .152 2. 000 .810 2. 480 .050,0 7. 804 ,0 0, 0 6. 060 .251 5,0 

20 - 24  99 .94 5, 0 56 1.3 43 ,0 2. 063 .20 8,0 2. 942 .277 7. 075 .780,0 53 9.1 58 ,0 1. 001 .423,0 14 .28 3. 134 11 ,7 

Sub j um lah 16 2.5 29 ,0 87 3.1 94 ,0 3. 260 .360,0 4. 943 .087 9. 555 .830,0 54 6.9 62 ,0 1. 001 .423,0 20 .34 3. 385 16 ,6 

%  0, 13 0, 71 2, 66 4, 04 7, 81 0, 45 0, 82 10 0,0 0  
25 - 29  12 1.8 17 ,0 76 1.0 79 ,0 2. 805 .433,0 3. 248 .877 5. 498 .326,0 70 9.0 01 ,0 2. 129 .085,0 15 .27 3. 618 12 ,5 

30 - 34  15 7.0 78 ,0 1. 035 .368,0 3. 580 .762,0 3. 395 .587 4. 904 .905,0 59 8.8 51 ,0 1. 591 .978,0 15 .26 4. 529 12 ,5 

Sub j um lah 27 8.8 95 ,0 1. 796 .447,0 6. 386 .195,0 6. 644 .464 10 .40 3. 231 ,0 1. 307 .852,0 3. 721 .063,0 30 .53 8. 1 47 25 ,0 

%  6, 28 11 ,72 19 ,65 30  30 ,15 39 ,18 36 ,44 10 0,0 0  
35 - 39  19 5.3 90 ,0 1. 312 .944,0 4. 393 .700,0 3. 114 .938 4. 289 .635,0 44 8.4 78 ,0 1. 420 .020,0 15 .17 5. 105 12 ,4 

40 - 44  25 9.8 33 ,0 1. 505 .242,0 4. 637 .757,0 2. 731 .945 3. 829 .248,0 34 2.3 95 ,0 1. 217 .251,0 14 .52 3. 671 11 ,9 

Sub j um lah 45 5.2 23 ,0 2. 818 .186,0 9. 031 .457,0 5. 846 .883 8. 118 .883,0 79 0.8 73 ,0 2. 637 .271,0 29 .69 8. 776 24 ,3 

%  10 ,24 18 ,39 27 ,80 26  23 ,53 23 ,69 25 ,83 10 0,0 0  
45 - 49  45 9.6 17 ,0 1. 849 .226,0 4. 023 .818,0 1. 960 .460 3. 134 .459,0 26 6.2 50 ,0 1. 216 .119,0 12 .90 9. 949  10 ,5 

50 - 54  68 5.2 94 ,0 2. 421 .431,0 3. 553 .613,0 1. 113 .707 1. 750 .659,0 19 3.3 55 ,0 95 9.5 97 ,0 10 .67 7. 656 8,7 

Sub j um lah 1. 144 .911,0 4. 270 .657,0 7. 577 .431,0 3. 074 .167 4. 885 .118,0 45 9.6 05 ,0 2. 175 .716,0 23 .58 7. 605 19 ,3 

%  25 ,77 27 ,87 23 ,32 14  14 ,16 13 ,77 21 ,31 10 0,0 0  
55 - 59  70 0.2 89 ,0 2. 142 .800,0 2. 856 .257,0 79 8 .0 05 86 5.2 71 ,0 13 6.5 06 ,0 48 5.6 99 ,0 7. 984 .827 6,5 

60+  1. 701 .611,0 3. 421 .370,0 3. 380 .839,0 76 5 .9 57 67 2.0 08 ,0 96 .18 7, 0 18 9.3 09 ,0 10 .22 7. 281 8,4 

Sub j um lah 2. 401 .900,0 5. 564 .170,0 6. 237 .096,0 1. 563 .962 1. 537.27 9,0 23 2.6 93 ,0 67 5.0 08 ,0 18 .21 2. 108 14 ,9 

%  54,05  36,31  19,20  7,09  4,46  6,97  6,61  100   

Jum lah 4. 443 .458 15 .32 2. 654 32 .49 2. 539 22 .07 2. 563 34 .50 0. 341 3. 337 .985 10 .21 0. 481 12 2.3 80 .02 1 100  

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2014, BPS, 2015
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Grafik 1.3 dan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa di tahun 2014 persentase tertinggi 
kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SM terjadi pada kelompok usia 15- 
24 tahun yaitu sekitar 9.555.830,0 ribu (7,81%). Penduduk usia 25-34 tahun 
didominasi juga oleh tamatan SM sebanyak 10.403.231,0 ribu atau setara 30,15%. 
Sementara itu, penduduk kelompok usia lainnya, yaitu 35-44 tahun dan 45-54 tahun 
didominasi oleh tingkat  pendidikan  tamat  SD  dan tidak  tamat SD, yaitu masing- 
masing  27,80%  dan  27,87%,  sedangkan  untuk  usia  55  ke  atas  didominasi  oleh 
tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 54,05%. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa upaya pendidikan yang dilakukan selama ini secara 
kuantitatif  telah berhasil memperkecil jumlah penduduk yang tidak/belum tamat 
sekolah  dan  sekaligus  meningkatkan  pula  jumlah  penduduk  yang  berpendidikan 
lebih tinggi. 

 

 

Grafik 1.3 
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C.  Ketenagakerjaan 
 

Tabel 1.5 dan Grafig 1.4 dijelaskan bahwa penduduk dibagi dalam dua kelompok, 
yaitu penduduk kelompok angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. 
Dari 122.380.021 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terdapat 114.628.026 
tenaga kerja yang tersebar di 9 sektor pekerjaan, yaitu 1) pertanian, kehutanan, 
perburuan dan perikanan; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 
4) listrik, gas dan air; 5) bangunan; 6) perdagangan besar, eceran, rumah makan dan 
hotel;  7)  angkutan,  pergudangan,  dan  komunikasi;  8)  keuangan,  asuransi,  usaha 
persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan; serta 9) jasa kemasyarakatan, 
sosial                                                        dan                                                         perorangan.



Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2014/2015 |  88  

u t  

 

Tabel 1.5 
Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan 

Tahun 2014 

 
 
 
 
(ribuan)

No. Sek tor Total %  

1 Pertanian, k ehut anan, perburuan, dan per ik anan 38.973.033  34,00  

2 Pertam bangan dan penggalian 1.436.370  1,25  

3 I ndustr i pengolahan 15.254.6 74 13,31  

4 Listrik , gas, dan air  289.193  0,25  

5 Bangun an 7.280.086  6,35  

6 Perdangan besar , eceran, restoran, dan hotel 24.829.734  21,66  

7 Angk utan, pergudangan, dan k om unikasi 5.113.188  4,46  

8 Keuangan, asuransi , usaha persewaan bangun an,  

dan j asa perusahaan 

3.031.038  2,64  

9 Jasa ke m asy arak atan, sosial dan peror angan 18.420.710  16,07  

 Jum lah 114.628.0 26,0  100,00  

 

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2014, BPS 2015 

 
Grafik 1.4 

Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan 
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Sektor   yang   menyerap   tenaga   kerja   terbesar   adalah   sektor   pertanian, 
kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan jumlah 38.973.033 orang, 34,00% dari 
jumlah tenaga kerja. Terbesar kedua ditempati sektor perdagangan besar, eceran, 
rumah makan dan hotel dengan sebanyak 24.829,7 juta (21,66%), sedangkan sektor 
terkecil   adalah   sektor   listrik,   gas   dan   air   sebanyak   289.193   ribu   (0,25%).
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D. Perekonomian 
 

Perkembangan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya nilai ekspor, 
impor, produk  domestik  bruto  (PDB)  dan pendapatan  per  kapita. Perkembangan 
nilai   ekspor   dan  impor  yang   disajikan  merupakan   ekspor  dan   impor  migas, 
sedangkan  pendapatan  per  kapita  dimaksud  adalah  pendapatan  per  kapita  atas 
dasar harga konstan 2000. 

 
Tabel 1.6 

Perkembangan Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan per Kapita 
Tahun 2000-2014 

 
 

Tahu n 

2000 -20 14  

Ekspor t  
 

(Ju ta, US$)  

Im por t  
 

(Ju ta, US$)  

PDB 
 

(Mily ar , Rp)  

 

Pendapatan per 

Kapita (RP) 

2000  62.124 ,00  33.514 ,80  398.0 16,90  1.7 69. 959,60 

2001  56.320 ,90  30.962 ,10  411.7 53,50  1.7 44. 178,30 

2002  57.158 ,80  31.288 ,90  426.9 42,90  6.2 44. 362,20 
 

2003  
 

61.058 ,20  
 

32.550 ,70  
 

1.5 77. 171,30 
 

6.3 27. 334,30 

2004  71.584 ,60  46.524 ,50  1.6 56. 516,80 6.6 88. 101,80 

2005  85.660 ,00  57.700 ,90  1.7 50. 656,10 6.9 39. 456,30 

2006  100.7 98,60  61.065 ,50  1.8 46. 654,90 7.1 36. 388,50 

2007  114.1 00,90  74.473 ,40  1.9 64. 327,30 7.4 86. 000,00 

2008  137.0 20,40  129.1 97,30  2.0 82. 315,90 8.0 96. 300,00 

2009  116.5 10,00  96.829 ,20  2.1 76. 975,50 8.1 84. 000,00 

2010  157.7 79,10  135.6 63,30  2.3 14. 458,80 9.3 13. 600,00 

2011  203.4 96,60  177.4 35,60  2.4 64. 566,10 9.7 85. 900,00 

2012  190.0 20,30  191.6 89,50  2.6 18. 938,40 10.260 .900, 00 

2013  182.5 51,80  186.6 28,70  2.7 70. 345,10 10.687 .682, 53 

2014  175.9 80,00  178.5 15,30  2.2 39. 288,40 10.542 .693, 50 

Sumber: Statistik Indonesia 2014,BPS, 2015 
 

Catatan:  Tahun 1995-2004 menggunakan harga konstan 1993, mulai tahun 
2005 menggunakan harga konstan 2000 

 
Berdasarkan pada Tabel 1.6 dan Grafik 1.5, nilai ekspor Indonesia pada tahun 

2000 terjadi peningkatan ekspor secara tajam menjadi 62.124,0 juta US$, namun 
turun kembali pada tahun 2001 menjadi 56.320,9 juta US$ Mulai tahun 2002 terjadi 
peningkatan lagi meski tidak terlalu besar menjadi 57.158,8 juta US$, tahun 2003 
meningkat menjadi 61.058,2 juta US$ dan menjadi 71.584,6 juta US$ pada tahun 
2004. Pada tahun 2005 meningkat sangat signifikan menjadi 85.660,0 juta US$ dan 
selanjutnya meningkat secara signifikan sampai tahun 2008 menjadi 137.020,4 US$. 
Namun,  pada  tahun  2009  terjadi  penurunan  menjadi  116.510,0  US$,  dan  pada
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tahun 2011 terjadi peningkatan lagi menjadi 203.496,6 US$. Tahun 2012 hingga 
2014 kembali terjadi penurunan dari 190.020,3 US$  tahun 2012, 182.551,8 US$ 
tahun 2013, dan 175.980,0 US$ pada tahun 2014. 
Nilai impor Indonesia yang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 1999. 
Hal ini, karena krisis moneter yang berkepanjangan. Tahun 2000 terjadi peningkatan 
impor  dar  33.514,8  juta  US$,  namun  turun  kembali  pada  tahun  2001  menjadi 
30.962,1   juta  US$.  Tahun  2002   menjadi  31.288,9   juta  US$   dan  selanjutnya 
meningkat sangat signifikan dari 46.524,5 juta US$ pada tahun 2004, kemudian 
meningkat  hampir  tiga  kali  lipat  menjadi  129.197,3  juta  US$  pada  tahun  2008. 
Tahun 2009 nilai impor kembali mengalami penurunan menjadi 96.829,2 juta US$. 
Tahun 2011 dan 2012 meningkat menjadi 177.435,6 juta US$ dan 191.689,5 juta 
US$ tahun2012. Namun, kembali turun menjadi 178.515,30 US$ pada tahun 2014. 

 
Grafik 1.5 

Perkembangan Indeks Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan per Kapita 
Tahun 1996-2014 

 

 
 

Nilai ekspor dan impor pada tahun 2014 menurut 10 jenis komoditi dinyatakan 
dalam  Tabel  1.7  dan  Grafik  1.6.  Komoditi  tersebut  adalah  untuk  bahan  bakar 
pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu dengan nilai 
nominal sebesar 51.069,7 juta US$ (29,02%). Urutan berikutnya lemak serta minyak 
hewan dan nabati sebesar 22.596,9 juta US$ (12,57%). Nilai eksport terkecil di tahun 
2014 adalah minuman dan tembakau sebesar 1.101,6 juta US$ atau 0,63% diikuti 
dengan barang transaksi tidak dirinci 1.532,4 juta US$ atau 0,87 %.  Sedangkan nilai 
import terkecil pada sektor barang transaksi tidak dirinci, yaitu 33,5 juta US$ atau 
0,02%.
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Tabel 1.7 
Nilai Ekspor dan Impor menurut Jenis Komoditi 

Tahun 2014 
 

 
No 

 
Kom odi ti 

Ek spor 

( j uta US$)  

 
%  

I m por 

( j uta US$)  

 
%  

1 Bahan m akanan dan binatang hidup  12.070,1 6,86 14.587,4 8,17 

2 Minum an dan tem bak au 1.10 1,6 0,63 789 ,2 0,44 

3 Bahan-bahan me ntah, tidak untuk dim ak an 13.074,7 7,43 9.17 6,8 5,14 

 
4 

 

Bahan bak ar pelik an, bahan peny emir, dan 

bahan y ang berk enaan dengan i tu 

 
51.069,7 

 
29,02 

 
43.928,7 

 
24,61 

5 Lem ak ser ta min y ak hewan dan nabati 22.122,4 12,57 144 ,4 0,08 

6 Bahan-bahan k imia  11.244,4 6,39 23.779,3 13,32 

 
7 

Barang buatan pabr ik y ang diperinci  m enur ut 

bahan 

 
22.596,9 

 
12,84 

 
26.854,6 

 
15,04 

8 Mesin dan alat  pengangk utan 21.782,8 12,38 52.145,8 29,21 

9 Berbagai j enis barang buatan pabr ik  19.385,0 11,02 7.07 5,6 3,96 

10  Barang transak si tidak dir in ci 1.53 2,4 0,87 33,5 0,02 

Juml ah 175 .980 ,0 100 ,00  178 .515 ,3 100 ,00  

Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS, 2015 
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Nilai  impor  tertinggi  pada  tahun  2014  adalah  mesin  dan  alat  pengangkutan 
dengan nilai nominal sebesar 52.178,8 juta US$ (29,21%). Pada urutan berikutnya 
bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu 
sebesar  43.928,7  juta  US$  (24.61%).  Nilai  impor  terkecil  di  tahun  2014  adalah 
barang-barang   transaksi   tidak   dirinci   sebesar   33,5   juta   US$   atau   0,02%.
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* * 

Tabel 1.8 
Nilai Ekspor Indonesia berdasarkan Negara Tujuan Utama 

(dalam kurun 6 tahun) 
(Juta US $) 

 
No. 

Negara  Tuj uan 

Utama 

2010   
2011  

 
2012  

 
2013  

2014  

Jum lah %  Jum lah %  

1 ASEAN 33.347 ,5 21,14  42.098 ,9 41.829 ,1 40.630 ,0 39.668 ,1 22,28  

2 Jepang  25.781 ,8 16,34  33.714 ,7 30.135 ,1 27.086 ,3 23.117 ,5 14,86  

3 Hong  Kong  2.501 ,4 1,59  3.215 ,5 2.631 ,9 2.693 ,3 2.777 ,6 1,48  

4 Korea Selatan 12.574 ,6 7,97  16.388 ,8 15.049 ,9 11.422 ,5 10.601 ,1 6,26  

5 Ta iwan 4.837 ,6 3,07  6.584 ,9 6.242 ,5 5.862 ,4 6.425 ,1 3,22  

6 Tiongk ok 15.692 ,6 9,95  22.941 ,0 21.659 ,5 22.601 ,5 17.605 ,9 12,40  

7 Asia La innya 17.416 ,6 11,04  22.902 ,8 22.059 ,7 22.630 ,6 24.076 ,8 12,41  

8 Afr ika 3.657 ,0 2,32  5.675 ,3 5.713 ,7 5.615 ,5 6.262 ,9 3,08  

9 Austra lia 4.244 ,4 2,69  5.582 ,5 4.905 ,4 4.370 ,5 4.948 ,4 2,40  

10  Selandia  Baru 39 6,2 0,25  37 1,7 44 1,0 46 9,5 48 1,4 0,26  

11  Oceania  La inn ya 24 9,8 0,16  34 8,9 33 6,4 36 7,5 30 8,6 0,20  

12  NAFTA 15.761 ,2 9,99  18.077 ,8 16.316 ,7 17.161 ,3 18.136 ,0 9,41  

13  Am er ika  La inny a 2.710 ,3 1,72  3.295 ,2 2.975 ,2 3.018,5 2.899 ,0 1,66  

14  Uni  Ero pa 17.127 ,4 10,86  20.508 ,9 18.027 ,3 16.763 ,7 16.893 ,5 9,19  

15  Ero pa  Lainnya 1.450 ,7 0,92  1.789 ,7 1.696 ,9 1.634 ,8 1.778 ,1 0,90  

Jum lah 15 7.749 ,1 10 0,00  20 3.496 ,6 19 0.020 ,3 18 2.327 ,9 17 5.980 ,0 10 0,00  

Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS, 2015 
 

Grafik 1.7 
Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan 

Tahun 2014 
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Perkembangan nilai ekspor Indonesia ke negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 

1.8  dan  Grafik  1.7.  Ekspor  Indonesia  meliputi  negara-negara  ASEAN  (Thailand, 
Singapura,  Filipina,  Malaysia,  Myanmar,  Kamboja,  Brunei  Darussalam,  Laos, dan 
Vietnam),  Jepang,  Hongkong,  Korea  Selatan,  Taiwan,  Cina,  Asia  lainnya,  Afrika, 
Australia,   Selandia   Baru,   Oceania   lainnya,   NAFTA   (Amerika   Serikat,   Kanada, 
Meksiko), Amerika lainnya, Uni Eropa (Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, 
Denmark, Swedia, Finlandia, Italia, Spanyol, Yunani, Polandia, Uni Eropa), dan Eropa 
lainnya.
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Pada tahun 2010 Asean merupakan negara tujuan utama ekspor perdagangan 
Indonesia dengan nilai ekspor 33.347,5 juta US$ (21,14%). Tujuan sasaran ekspor 
Indonesia di tahun 2014 terbesar adalah ASEAN dengan nilai mencapai 3.968,1 juta 
US$ (22,28%) atau lebih besar atas Jepang. 

 
Tabel 1.9 

Nilai Impor Indonesia berdasarkan Negara Asal Utama 
2008-2014 

 
(Juta US$) 

 
No. 

 
Negara Asal Utam a 

20 10  
20 11 

 
20 12 

 
20 13 

20 14 

Juml ah %  Juml ah %  

1 ASEAN 36 .380,5  39 ,30  40 .962,8  43 .373,4  43 .763,7  43 .579,8  47 ,07  

2 Jepang  3. 976,9  4, 30 4. 121,1  4. 765,1  5. 106,3  4. 419,3  4, 77 

3 Hong Kong  é é é é é é  

4 Kor ea Selatan 5. 315,4  5, 74 9. 074,2  7. 871,2  7. 223,5  8. 483,1  9, 16 

5 Taiwan é é é é é é  
6 Tiongk ok 10 .554,4  11 ,40  12 .147,4  14 .460,6  14 .145,3  16 .578,6  17 ,91  

7 Asia Lainn y a é é é é é é  
8 Afr ik a 4. 096,5  4,42 5. 055,5  7. 241,2  6. 986,4  7. 704,6  8, 32 

9 Australia  7. 523,5  8, 13 8. 156,3  9. 126,3  9. 543,1  13 .786,3  14 ,89  

10  Selandia Baru 57 1,2  0, 62 53 7,6  58 5,1  63 8,4  61 9,3  0, 67 

11  Oceania Lainny a 35 ,6 0, 04 71 ,4 80 ,1 72 ,3 11 1,9  0, 12 

12  NAFTA 8. 169,4  8, 82 9. 701,4  8. 983,5  9. 942,2  10 .697,7  11 ,56  

13  Am er ik a Lainn y a 7. 398,6  7, 99 7. 585,5  6. 682,4  9. 377,0  8. 364,3  9, 03 

14  Uni Eropa 3. 702,3  4, 00 4. 021,9  4. 151,1  4. 108,1  3. 398,7  3, 67 

15  Ero pa Lainny a 4. 855,5  5, 24 6. 171,5  7. 004,6  7. 029,4  7. 595,5  8, 20 

Juml ah 92 .579,8  10 0,00 10 7.606 ,6 11 4.324 ,6 11 7.935 ,7 12 5.339 ,1 13 5,38 

Sumber: Statistik Indonesia, 2014, BPS, 2015, 

Keterangan: Χ Data tidak tersedia 
 

Grafik 1.8 
Nilai Impor menurut Negara Asal Utama 
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Tabel  1.9  dan  Grafik  1.8  tampak  perkembangan  nilai  impor  Indonesia  dari 
negara-negara asal utama di dunia sepanjang lima tahun. Pada Tabel 1.9 tampak 
jelas nilai impor pada tahun 2010 sebesar 92.579,8 juta US$, meningkat pada tahun 
2011 dan meningkat kembali secara signifikan sebesar 107.496,6 juta US$. Pada 
tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat dari 114.324,6 US$ menjadi 182.327,9 juta 
US$ di tahun 2013 dan 125.339,1 US$ pada tahun 2014. Hongkong dan Taiwan 
adalah negara yang merupakan  tujuan ekspor  Indonesia  namun  Indonesia tidak 
melakukan impor dari kedua Negara tersebut dalam jumlah cukup besar sehingga 
nilai impor dari kedua negara tersebut dikelompokkan dalam negara asia lainnya. 
Berdasarkan  asal  negara,  impor  tertinggi  dari  negara  ASEAN  pada  tahun  2010 
sampai tahun 2012 meningkat dari 36.380,5 juta US$ (39,30%) menjadi 43.763,7 
juta US$ pada tahun 2013 dan kembali menurun sebesar 43.579,8 pada tahun 2014. 

 
E.  Pemerintahan 

 

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang diproklamasikan oleh 
Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Lambang negara adalah "Burung 
Garuda",  dengan  άBhinneka  Tunggal  Lƪŀέ  sebagai  semboyannya,  dasar  negara 
adalah "Pancasila" dan yang menjadi landasan konstitusi adalah "Undang-Undang 
Dasar 1945". 

 

Gambar 1.2 
Peta Wilayah Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secara administrasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1999 sejak 

tahun 2000, pemerintah Indonesia telah melaksanakan otonomi 

daerah di kabupaten/kota. Sejalan dengan otonomi telah terjadi 

pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia seiring dengan tuntutan 

otonomi  daerah.  Sampai  tahun  2012,  wilayah administrasi 

Indonesia menjadi 33 provinsi, 399 kabupaten, 98 kota, 6.651 

kecamatan, dan 76.983 desa/kelurahan. 
Pemerintah   Indonesia   menganut   sistem   kabinet   presidensiil   berdasarkan 

Pancasila. Indonesia dipimpin oleh presiden dibantu wakil presiden dan menteri. 

Pemerintah di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, di tingkat kabupaten/kota
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oleh  bupati/walikota,  di tingkat  kecamatan oleh camat,  dan di tingkat 

kelurahan/desa oleh lurah/kepala desa. 

Desentralisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah diwarnai oleh 

proses demokratisasi dan transparansi. Sistem politik Indonesia didasarkan pada 

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politika). Kekuasaan legislatif 

dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  sebagai lembaga tertinggi 

negara. Keanggotaan MPR berubah setelah amandemen UUD 1945 pada periode 
1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

ditambah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih 

melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Lembaga eksekutif 

berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah 

kabinet presidensiil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan 

tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga yudikatif  sejak masa 

reformasi  dan  adanya  amandemen UUD 1945  dijalankan  oleh Mahkamah  Agung 

termasuk pengaturan administrasi para hakim. 
Susunan pemerintahan Indonesia periode tahun 2009-2014 terdiri dari Presiden, 

Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Setingkat Menteri, dan 

Lembaga  Pemerintahan  Non-Kementerian  (LPNK).  Lembaga  Tinggi  Negara  terdiri 

dari MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). 

Kementerian terdiri dari Kementerian Koordinator, Kementerian, dan Kementerian 

Negara. Kementerian Koordinator terdiri dari bidang politik, hukum, dan keamanan 

(Polhukam), bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat. Kementerian 

terdiri dari 21 lembaga, kementerian negara terdiri dari 10 lembaga. Setingkat 

Menteri   terdiri   dari   Sekretariat   Kabinet,   Kejaksaan   Agung,   Tentara   Nasional 

Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI, dan unit kerja presiden bidang pengawasan 

dan    pengendalian    pembangunan    (UKP4).    LPNK    terdiri    dari    22    lembaga.
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BAB II PENDIDIKAN 
NASIONAL 

 
A.  Sistem Pendidikan 

 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan 

pentingnya pendidikan bagi masyarakat seperti tercantum dalam Bab XIII Pasal 31 
yang   berbunyi:    "Tiap-tiap   warga   negara   berhak   mendapatkan   pengajaran. 
Pemerintah   mengusahakan   dan   menyelenggarakan   suatu   sistem   pengajaran 
nasional yang diatur oleh undang-undang". Klausul ini merupakan landasan hukum 
bagi pembangunan pendidikan nasional. Selama ini, kalangan masyarakat masih 
mempunyai pandangan yang kurang tepat tentang pendidikan, di mana pendidikan 
sering disamakan dengan sekolah sehingga pengertian tentang kesempatan 
memperoleh pendidikan sering diartikan sebagai kesempatan untuk bersekolah. Hal 
ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
(UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 
pendidikan terdiri dari  3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan 
pendidikan informal. Pada Diagram 2.1 digambarkan hirarki landasan hukum 
pendidikan nasional. 

Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 
1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun sistem pendidikan nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut UU Nomor 20/2003, pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban  bangsa   yang   bermartabat   dalam   rangka   mencerdaskan   kehidupan 
bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal 
rasa  cinta  tanah  air,  meningkatkan  semangat  kebangsaan  dan  kesetiakawanan 
sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. 
Iklim belajar-mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya 
belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku 
yang        kreatif,        inovatif,        dan        berorientasi        ke        masa        depan.
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Diagram 2.1 
Hirarki Landasan Hukum Sistem Pendidikan Nasional 

 
Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 
άΧǳƴtuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsaΧέ 

 
Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) 
άPendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan ba ngsŀΧέ 

 
Bab I Ketentuan Umum: Pasal 1 
Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan: Pasal 2, Pasal 3 
Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan: Pasal 4 
Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah 
Bagian Kesatu: Hak dan Kewajiban Warga Negara: Pasal 5-6 
Bagian Kedua: Hak dan Kewajiban Orangtua: Pasal 7 
Bagian Ketiga: Hak dan Kewajiban Masyarakat: Pasal 8-9 
Bagian Keempat:Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah:Pasal 10- 11 

 
Bab V Peserta Didik: Pasal 12 
Bab VI Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan 
Bagian Kesatu: Umum: Pasal 13- 16 
Bagian Kedua: Pendidikan Dasar: Pasal 17 
Bagian Ketiga: Pendidikan Menengah: Pasal 18 
Bagian Keempat: Pendidikan Tinggi: Pasal 19-25 
Bagian Kelima: Pendidikan Nonformal:Pasal 26 
Bagian Keenam: Pendidikan Informal: Pasal 27 
Bagian Ketujuh: Pendidikan Anak Usia Dini: Pasal 28 
Bagian Kedelapan: Pendidikan Kedinasan: Pasal 29 
Bagian Kesembilan: Pendidikan Keagamaan: Pasal 30 
Bagian Kesepuluh: Pendidikan Jarak Jauh: Pasal 31 
Bagian Kesebelas: Pendidikan Khusus dan PendidikanLayanan Khusus: Pasal 32 

 
Bab VII Bahasa Pengantar: Pasal 33 
Bab VIII Wajib Belajar: Pasal 34 
Bab IX Standar Nasional Pendidikan: Pasal 35 
Bab X Kurikulum: Pasal 3- 38 
Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pasal 39- 44 
Bab XII Sarana dan Prasarana Pendidikan: Pasal 45 

 
Bab XIII Pendanaan Pendidikan 
Bagian Kesatu: Tanggung Jawab Pendanaan: Pasal 46 
Bagian Kedua: Sumber Pendanaan Pendidikan: Pasal 47 
Bagian Ketiga: Pengelolaan Dana Pendidikan:Pasal 48 
Bagian Keempat: Pengalokasian Dana Pendidikan: Pasal 49 

 
Bab XIV Pengelolaan Pendidikan 
Bagian Kesatu: Umum: Pasal 50-52 
Bagian Kedua: Badan Hukum Pendidikan: Pasal 53 

 
Bab XV Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan 
Bagian Kesatu: Umum: Pasal 54 
Bagian Kedua: Pendidikan Berbasis Masyarakat: Pasal 55 
Bagian Ketiga: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah: Pasal 56 

 
Bab XVI Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi 
Bagian Kesatu: Evaluasi: Pasal 57-59 
Bagian Kedua: Akreditasi: Pasal 60 
Bagian Ketiga: Sertifikasi: Pasal 61 

 
Bab XVII Pendirian Satuan Pendidikan: Pasal 62-63 
Bab XVIII Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain: Pasal 64-65 
Bab XIX Pengawasan: Pasal 66 
Bab XX Ketentuan Pidana: Pasal 67-71 
Bab XXI Ketentuan Peralihan: Pasal 72- 74 
Bab XXII Ketentuan Penutup: Pasal 75- 77
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Dalam sistem pendidikan nasional telah ditegaskan tentang prinsip 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan secara demokratis dan 
berkeadilan, pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, pendidikan sebagai 
suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, pendidikan memberi keteladanan, 
pendidikan  dengan  mengembangkan  budaya  membaca,  menulis,  dan  berhitung, 
dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. 
Pendidikan   dilaksanakan   melalui   jalur,   jenjang   dan   jenis   pendidikan.   Jalur 
pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan nonformal yang dapat saling 
melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Penyelenggaraan  pendidikan  dilaksanakan  berdasarkan  jenis-jenis  pendidikan 
yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, 
dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat. 

Pendidikan   dasar   merupakan   jenjang   pendidikan   yang   melandasi   jenjang 
pendidikan   menengah.   Pendidikan   dasar   berbentuk   sekolah   dasar   (SD)   dan 
madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah 
pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), dan bentuk lain yang sederajat. 
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah 
terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 
Pendidikan   menengah   umum   berbentuk   sekolah   menengah   atas   (SMA)   dan 
madrasah   aliyah   (MA)   sedangkan   pendidikan   menengah   kejuruan   berbentuk 
sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  dan  madrasah  aliyah  kejuruan  (MAK)  serta 
bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 
magister, spesialis (terdiri dari spesialis I/Sp-I dan spesialis II/Sp-II), dan doktor yang 
diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  (PT).  Pendidikan  tinggi  diselenggarakan 
dengan  sistem  terbuka.  PT  dapat  berbentuk  akademi,  politeknik,  sekolah tinggi, 
institut,  atau  universitas.  PT  berkewajiban  menyelenggarakan  pendidikan, 
penelitian,   dan   pengabdian   kepada   masyarakat.   PT   dapat   menyelenggarakan 
program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 
layanan   pendidikan   yang   berfungsi   sebagai   pengganti,   penambah,   dan/atau 
pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang 
hayat. Pendidikan nonformal berfungsi memberikan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan 
nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini (PAUD), 
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 
keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 
didik. 

Satuan pendidikan  nonformal  terdiri  atas  lembaga kursus,  lembaga  pelatihan, 
kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, 
serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi
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masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, 
dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha 
mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil 
pendidikan  nonformal  dapat  dihargai  setara  dengan  hasil  program  pendidikan 
formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk 
oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan (SNP). Di samping itu kegiatan nonformal dilakukan oleh keluarga dan 
lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal 
diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus 
ujian sesuai dengan SNP. 

PAUD   diselenggarakan   sebelum   jenjang   pendidikan   dasar.   PAUD   dapat 
diselenggarakan  melalui  jalur  pendidikan  formal,  nonformal,  dan/atau  informal. 
PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudlatul 
athfal atau bustanul athfal (RA/BA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada 
jalur  pendidikan  nonformal  berbentuk  kelompok  bermain  (KB),  taman  penitipan 
anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal 
berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 
lingkungan. 

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pendidikan kedinasan 
berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas 
kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil (PNS) suatu kementerian 
atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pendidikan kedinasan diselenggarakan 
melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. 
Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok 
masyarakat dari  pemeluk agama,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 
masyarakat   yang   memahami   dan   mengamalkan   nilai-nilai   ajaran   agamanya 
dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan 
pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan 
berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk 
lain yang sejenis. 

Pendidikan  jarak  jauh  adalah  pendidikan  yang  dapat  diselenggarakan  pada 
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi 
memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat 
mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh 
diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh 
sarana  dan  layanan  belajar  serta  sistem  penilaian yang  menjamin  mutu  lulusan 
sesuai dengan SNP. 

Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi 
peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 
karena   kelainan   fisik,   emosional,   mental,   sosial,   dan/atau   memiliki   potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan Layanan khusus merupakan pendidikan 
bagi  peserta  didik  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang,  masyarakat  adat  yang
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terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari 
segi ekonomi. 

Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1997 juga sangat berpengaruh ke dunia 
pendidikan. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan dalam dunia pendidikan, 
menyangkut   penyelenggaraan   pendidikan   adalah   dikembangkannya   apa   yang 
disebut sebagai "Pendidikan berbasis Masyarakatέ. Pendidikan berbasis masyarakat 
karena dilaksanakan oleh masyarakat yang berhak menyelenggarakan pendidikan 
formal  dan  nonformal  sesuai  dengan  kekhasan  agama,  lingkungan  sosial,  dan 
budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggara pendidikan berbasis 
masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, 
serta manajemen  dan  pendanaannya  sesuai  dengan  SNP.  Dana  penyelenggaraan 
pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis 
masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain 
secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

Pengembangan   pendidikan   berbasis   masyarakat   merupakan   upaya    yang 
dilakukan pemerintah untuk menciptakan kondisi agar setiap lembaga pendidikan 
mempunyai otonomi yang lebih besar dalam berproduksi sehingga tidak hanya 
mengandalkan masukan namun juga harus mendasarkan pada proses yang benar. 
Penilaian benarnya proses ini bukan hanya menjadi wewenang pemerintah namun 
sebagian   besar   tergantung   pada   masyarakat   lingkungan   lembaga   pendidikan 
tersebut. 

Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah mempunyai fungsi yang cukup 
penting karena masyarakat  berperan dalam  peningkatan  mutu pelayanan 
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 
pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan 
pendidikan  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten/kota dan yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 
Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 
peningkatan   mutu   pelayanan   pendidikan   dengan   memberikan   pertimbangan, 
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan 
pada tingkat satuan pendidikan. 

Proses  belajar-mengajar  yang  berjalan  selama  ini  bersifat  pengajaran  harus 
diubah   menjadi   proses   pembelajaran.   Pengajaran   lebih   bersifat   indoktrinatif 
sehingga para peserta didik tidak berusaha untuk menambah ilmu maupun 
memperbaiki perilaku namun dengan berbagai cara peserta didik lebih berusaha 
hanya untuk mengejar nilai dan ijazah. Pembelajaran lebih bersifat menumbuhkan 
motivasi  agar  peserta  didik  tertarik  untuk  menambah  ilmu  dan  memperbaiki 
perilaku.
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B.  Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2015- 
2019 

 
Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015--2019 

dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019 dan evaluasi capaian pembangunan 
pendidikan sampai tahun 2014. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan 
komitmen pemerintah terhadap pengembangan    Indeks    Pembangunan    Manusia 
(Human    Development    Index-HDI), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (ASEAN Economic Community- AEC)       pada       tahun       2015,       konvensi 
internasional        mengenai        pendidikan,        khususnya Konvensi Dakar tentang 
Pendidikan untuk Semua (Education for All) termasuk agenda EFA setelah tahun 
2015, Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), United Nation Post 
2015   Development   Agenda,  dan  World  Summit  on  Sustainable  Development, 
serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage), Konvensi untuk Perlindungan Warisan 
Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
HeritageςCSICH) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi 
budaya (Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural 
expression), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (World Cultural Forum) di Bali, 
juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan World Heritage Convention (WHC) 
lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan 
masyarakat, ASEM Language Diversity Forum (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia 
XIII (2013). 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 
2015--2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara 
pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan upaya yang 
diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. 
Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis terlihat adanya sejumlah komponen yang 
dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional. Kebutuhan 
tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, 
sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola. 

 
1.  Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2015τ2019 

 
Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang 

telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi 
menjelaskan komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan 
untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen- 
komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana,  sistem  pembelajaran,  data  dan  informasi,  dana,  serta  sistem  dan 
prosedur   yang   bermutu.   Dalam   pemilihan   strategi   juga   mempertimbangkan 
disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
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diselenggarakan  Pemerintah  dan  masyarakat.  Adapun  tujuan  strategi  tersebut 
adalah: 
a.  Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua 

provinsi, kabupaten dan kota. 
b.  Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dan 

berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. 
c.   Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah melalui pencanangan 

wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, relevan dan berkesetaraan di 
semua provinsi, kabupaten dan kota. 

d. Tersedia    dan    terjangkaunya    layanan    Pendidikan    Orang    Dewasa    (POD) 
berkualitas, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua 
provinsi. 

e.  Tersedia dan terjangkaunya layanan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, 
Bahasa dan sastra bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

f. Tersedianya sistem tata kelola kementerian yang handal dalam menjamin 
terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional. 

 
2.  Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2015τ25019 

 
Arah  kebijakan  pembangunan  pendidikan  tahun  2015--2019  sebagian  sama 

dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Kemdikbud selama periode 2010-- 
2014.   Kebijakan   teroboson   yang   dilanjutkan   adalah   kebijakan   yang   telah 
dilaksanakan dan berhasil dengan beberapa penyesuaian yang menyatakan 
penekanan pada  periode 2015--2019. Selain  itu,  juga  diperkuat  dengan  berbagai 
kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah 
kebijakan   pembangunan   pendidikan   tahun   2015--2019.   Penjelasan   dari   arah 
kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 
a.  Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik 
b.  Peningkatan   mutu   lembaga   pendidikan   tenaga   kependidikan   (LPTK)   dan 

lulusannya 
c.  Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah 
d.  Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa 
e.  Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa 

kreatif, inovatif, sportif  dan wirausaha 
f.   Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan 
g.  Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK (Teknologi Komunikasi dan Informasi) 

di bidang pendidikan 
h.  Penyediaan buku teks murah 
i.   Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 
j.   Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri 
k.  Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal 
l.   Reformasi birokrasi 
m. Koordinasi  antarkementerian  dan/atau  lembaga  pemerintah  serta  pusat  dan 

daerah
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n.  Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan 
bencana 

o.  Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 

 
C.  Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 
1.  Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Pembangunan  pendidikan  nasional  diarahkan  pada  terwujudnya  sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 
semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 
sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan zaman  yang selalu berubah. 
Sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan tersebut, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2025 berhasrat untuk menghasilkan: 
άINSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIFέ (Insan Kamil/ Insan Paripurna). 

Tema   pembangunan  yang   ketiga  (2015-2019)  difokuskan  pada  penguatan 
layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2019 adalah 
"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter 
dengan Berlandaskan Gotong Royongέ. 

Yang  dimaksud  dengan  layanan  prima  pendidikan  nasional  adalah  layanan 
pendidikan yang: 
a.  Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara 
b.  Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 
c.   Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, 

dunia usaha dan dunia industri 
d.  Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas 

dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, 
geografi, gender, dan sebagainya, dan 

e.  Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan 
menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. 
Misi Kemdikbud 2015--2019 dikemas dalam έ5 Mέ, yaitu: 
1) Mewujudkan  pelaku  pendidikan  dan  kebudayaan  yang  kuat  adalah 

menguatkan siswa, guru, kepala   sekolah, orang tua, dan pemimpin   institusi 
pendidikan  dalam  ekosistem  pendidikan;  memberdayakan  pelaku  budaya 
dalam pelestarian dan pengembangan   kebudayaan;   serta  fokus  kebijakan 
diarahkan   pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian; 

2)   Mewujudkan    akses    yang    meluas,    merata,    dan    berkeadilan    adalah 
mengoptimalkan capaian      wajib      belajar      12      tahun;      meningkatkan 
ketersediaan serta      keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi 
masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta 
bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); 

3)    Mewujudkan    pembelajaran    yang  bermutu    adalah    meningkatkan mutu 
pendidikan sesuai       lingkup       standar       nasional       pendidikan;       serta 
memfokuskan    kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk 
menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan 
penguatan                    praktik                    baik                    dan                    inovasi;
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4)    Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) 
menjaga dan  memelihara  jati  diri  karakter  bangsa  melalui  pelestarian dan 
pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter 
bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, 
dan  gotong  royong  melalui  penerapan  budaya  dan bahasa  Indonesia  yang 
baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya 
Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) 
melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk 
budaya maritim dan kepulauan   untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

5)    Mewujudkan  penguatan  tata  kelola  serta  peningkatan  efektivitas  birokrasi 
dan pelibatan   publik   adalah   dengan   memaksimalkan   pelibatan   publik 
dalam  seluruh aspek   pengelolaan   kebijakan   yang   berbasis   data,   riset, 
dan       bukti        lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada 
pendidikan  di  daerah,  mengembangkan  koordinasi  dan  kerjasama  lintas 
sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi 
teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. 

 
2.  Peran Dunia Industri dan Usaha dalam Investasi Pendidikan 

 
Program  pembangunan  pendidikan  dan  kebudayaan  tahun  2015τ2019 

mencakup   tiga   hal,   yaitu   restrukturisasi   program   dan   kegiatan   Kemdikbud, 
pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, dan pengelompokan program. 

 
a.  Restrukturisasi Program dan Kegiatan 

 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipilih menjadi salah satu dari enam 

kementerian/ lembaga  yang  menjadi  proyek  percontohan  untuk  melakukan 
reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota 
Keuangan  2009  (Lampiran  Pidato  Presiden  Agustus  2008)  dan  diperkuat  dengan 
surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, 
tanggal 19 Januari 2009. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan 
dan penganggaran ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan rencana strategis tahun 2015-- 
2019  menjadi  keharusan  bagi  setiap  kementerian/ lembaga.  Hal  ini  dimaksudkan 
untuk   memberikan   jaminan   keberlanjutan   program    sekaligus   memudahkan 
pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Rencana strategis juga merupakan 
persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta 
peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN). Rencana strategis menjadi acuan pelaksanaan program dan 
kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya semakin accountable. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran 
ini  setiap  eselon  I  diharapkan  menetapkan  satu  atau  dua  program,  sedangkan
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eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik 
tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II 
harus mencerminkan program prioritas nasional melalui reformasi perencanaan dan 
penganggaran agar diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. 
Sehingga pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun 
mendatang. Penyusunan rencana strategis juga memperhatikan kemampuan fiskal 
untuk memenuhi  amanat undang-undang  bahwa  pemerintah harus menyediakan 
anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. 

Rencana strategis tahun 2015--2019 ini disusun dengan menggunakan berbagai 
asumsi  pertumbuhan  ekonomi,  serta  kombinasi  pendekatan  bottom  up  dan  top 
down dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kemdikbud dan 
Kementerian  Agama.  Pendekatan  top  down  mengandung  makna  bahwa 
perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi 
(APBN). Dari sisi pelaksanaan, pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh 
gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. 

Dengan  demikian,  akan tampak kesenjangan antara  pendanaan minimal  20% 
APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil 
kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah 
tersusunnya  rencana  strategis,  setiap  unit  utama  harus  menerjemahkannya  ke 
dalam rencana tahunan yang terukur. 

 
b.  Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota. 

 
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip 
demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan 
dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/  kota. 

Undang-Undang Nomor 20/2003 menetapkan bahwa Menteri Pendidikan 
bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah 
menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin 
mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 
internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan 
fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat 
pendidikan  dasar  dan  menengah.  Pemerintah  kabupaten/kota  mengelola 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis 
keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi 
dalam                   mengelola                   pendidikan                   di                   lembaganya.
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c.  Pengelompokan Program 

 
Mengacu  pada  strukturisasi  program  dan  kegiatan tersebut,  Kemdikbud  telah 

menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan 
tujuan  yang  akan  dicapai  pada  tahun  2014.  Namun,  mengacu  pada  Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 
2015, Kemdikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Kemdikbud menyelenggarakan fungsi:  a) perumusan dan 
penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan; 
b)  pelaksanaan  fasilitasi  penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan 
kebudayaan;  c)  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  peningkatan  mutu  dan 
kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan; d) koordinasi 
pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi  kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e) 
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; g) pelaksanaan bimbingan 
teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan di daerah; h)          pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan 
pelindungan bahasa dan sastra; i) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan j) pelaksanaan dukungan substantif 
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang 
diperlukan   untuk   kelancaran   pelaksanaan   program   tersebut.   Pengelompokan 
program tersebut adalah: 
1.  Program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal; 
2.  Program pendidikan dasar; 
3.  Program pendidikan menengah; 
4.  Program  pengembangan  SDM  pendidikan  dan  kebudayaan  dan  penjaminan 

mutu pendidikan; 
5.  Program penelitian dan pengembangan; 
6.  Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra; 
7.  Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 
8.  Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan 
9.  Program pelestarian budaya.
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A. Formal 

 

1.  Penyelenggaraan 

BAB III 
 

PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

 
Pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan 

Pendidikan   Pasal   4     dinyatakan   bahwa     pendidikan   diselenggarakan   secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan 
diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan 
multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan 
diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan 
diselenggarakan     dengan   mengembangkan   budaya     membaca,   menulis,   dan 
berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan 
memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

 
a.  Pendidikan Dasar 

 
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang 
sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat. 
Pendidikan dasar dalam bentuk SD dan untuk pendidikan keagamaan khusus Islam 
diselenggarakan dalam bentuk MI. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 7-12 
tahun, dengan lama pendidikan selama 6 tahun. 
Pendidikan dasar dalam bentuk SMP dan untuk pendidikan keagamaan khusus Islam 
diselenggarakan dalam bentuk MTs. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 13- 
15 tahun yang telah menyelesaikan SD atau MI atau yang sederajat, dengan lama 
pendidikan selama 3 tahun. 

 
b.  Pendidikan Menengah 

 
Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 
kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk 
lain  yang  sederajat.  Pendidikan  menengah  diperuntukkan  bagi  anak  usia  16-18 
tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dengan lama pendidikan selama 3 
tahun.
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c.  Pendidikan Tinggi 

 
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. 

Pendidikan tinggi ini mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 
spesialis,  dan  doktor  yang  diselenggarakan  oleh  PT.  Pendidikan  tinggi 
diselenggarakan dengan sistem terbuka. PT memiliki lima bentuk, yaitu 1) akademi, 
2) politeknik, 3) sekolah tinggi, 4) institut, dan 5) universitas. 

 
Tabel 3.1 

Skema Karakteristik Sekolah 
Jenjang Sekolah 

Usia 

Masuk resmi 

Lama pendidikan 

(tahun )  

Syara t  

kelulu sa n 

Pendid ikan  Prasekolah 
TK Kelompok A Usia 5 1 -  

TK Kelompok B Usia 6 1 -  

 

Pendid ikan  Dasar 
SD Usia 7 6 Meny elesaikan  pendidikan  6 t ahu n 

SMP Usia 13 3 Meny elesaikan  pendidikan 3 tahu n 

 

Pendid ikan  Mene ngah 
SMA Usia 16 3 Meny elesaikan  pendidikan 3 tahu n 

SMK Usia 16 3 Meny elesaikan  pendidikan 3 tahu n 

Pendid ikan  Luar Biasa SLB Sama sepe rt i pada jen jang sekolah TK,  SD, SMP, SMA, dan SMK 
 

 
 
 

Pendid ikan  Tingg i 

Diploma 1/D -1 Usia 19 1 Meny elesaikan  40 -50 SKS 

Diploma 2/D -2 Usia 19 2 Meny elesaikan  80 -90 SKS 

Diploma 3/D -3 Usia 19 3 Meny elesaikan  110 -12 0 SKS 

Diploma 4/D -4 Usia 19 4 Meny elesaikan  144 -16 0 SKS 

Sarjana/ S-1 Usia 19 4 at au lebih Meny elesaikan  144 -16 0 SKS 

Spesialis 1/Sp-1 Usia 23 2 at au lebih Meny elesaikan  36 -50 SKS 

Magist e r/S-2 Usia 23 2 at au lebih Meny elesaikan  36 -50 SKS 

Spesialis 2/Sp-2 Usia 25 3 at au lebih Meny elesaikan  40 SKS 
Dokt o r/S-3 Usia 25 3 at au lebih Meny elesaikan  40 SKS 

 
 

2.  Kurikulum 

 
Penjelasan kurikulum dirinci menjadi tiga, yaitu latar belakang kurikulum 2013, 

perbedaan KTSP  (Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan)  dengan  Kurikulum  2013, 
kerangka dasar kurikulum, dan struktur kurikulum 2013. 

 
a.  Latar Belakang Kurikulum 2013 

 
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat. Dalam mengemban fungsi tersebut Pemerintah menyelenggarakan 
suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam  Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 Bab IX tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi 
undang-undang   tersebut   dijabarkan   dalam   sejumlah   peraturan,   antara   lain 
Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  (PP  Nomor  19  Thn  2005)  tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan 
tentang perlunya disusun dan dilaksanakan beberapa SNP, antara lain standar isi. 

Standar   isi   yang   dimaksud   oleh  PP   Nomor   19/2005   tentang   SNP   secara 
keseluruhan   mencakup   ruang   lingkup   materi   dan   tingkat   kompetensi   yang 
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh 
peserta          didik          jenjang          pendidikan          dasar          dan          menengah.
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Penataan kurikulum 2013 ini adalah salah satu target yang harus diselesaikan sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di 
sektor pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta 
didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi 
manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak 
mulia, sehat, mandiri, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Demi 
mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik 
disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 
didik serta tuntutan lingkungan. 

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 
dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik 
mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum 
adalah KTSP dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak mata pelajaran 
yang  harus  dipelajari  oleh peserta  didik,  sehingga malah membuat  para  peserta 
didik  terbebani.  Untuk  tingkat  SD  terjadi  perubahan  yang  cukup  signifikan  pada 
jumlah mata pelajaran, namun tidak mengurangi jam mengajar. Yang dulunya 10 
mata pelajaran dikurangi menjadi 6 mata pelajaran, yaitu 4 mata pelajaran utama 
(PPKn, Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika) dan 2 mata pelajaran muatan 
lokal (Seni Budaya dan Penjas). KTSP yang memberi keleluasaan terhadap guru 
membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata belum 
optimal. Hal ini karena tidak semua guru memiliki profesionalisme untuk membuat 
kurikulum. 

Dari segi materi KTSP lebih berat isi tanpa komptensi yang jelas, sehingga sistem 
dalam  proses  belajar  mengajar  (PBM)  peserta  didik  harus  menunggu  guru  baru 
mulai  belajar.  Proses  belajar  mengajar  ini  membuat  peserta  didik  tidak  mandiri 
karena istilah Catat Buku Sampai Abis (CBSA) akan terpola pada peserta didik. Untuk 
itu, kurikulum 2013 dirancang oleh Kemdikbud terutama untuk bagian yang sangat 
inti. Dengan demikian, pihak sekolah dan guru tinggal mengaplikasikan saja pola 
yang sudah dimasukkan dalam struktur kurikulum untuk masing-masing jenjang 
pendidikan. 

Menindaklanjuti  PP  19  Thn  2005  tersebut,  kemudian  ditetapkan  Peraturan 
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  54   Tahun  2013 
tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)   dan Permendikbud Nomor 67, 68, 69, 
dan 70 Tahun 2013. Penetapan Permendikbud ini menjadi tonggak perubahan dari 
KTSP yang telah diterapkan sejak tahun 2006 menjadi Kurikulum 2013. 

 
b.  Perbedaan KTSP dengan Kurikulum 2013 

 
Secara  substansial,  tidak banyak  perbedaan mendasar  antara  Kurikulum  2013 

dengan KTSP karena Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari KTSP. Muatan, 
target, maupun materi kurikulum sama. Bedanya adalah tidak ada lagi pengaturan 
secara rinci karena pada KTSP, proses pengembangan silabus adalah kewenangan 
satuan pendidikan tingkat sekolah, namun dalam Kurikulum 2013 kegiatan 
pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan Kemdikbud, kecuali untuk mata 
pelajaran  tertentu  yang  secara  khusus  dikembangkan  di  satuan  pendidikan yang
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bersangkutan. Walaupun kelihatannya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara 
Kurikulum 2013 dan KTSP, namun di balik perbedaan yang ada, terdapat kesamaan 
esensi. Misalnya pendekatan ilmiah     yang pada hakikatnya adalah pembelajaran 
berpusat pada siswa. Siswa mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. 
Pendekatan ini mempunyai esensi yang sama dengan Pendekatan Keterampilan 
Proses (PKP). 

Di lihat dari segi kompetensi pada KTSP, Standar Isi ditentukan terlebih dahulu 
melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 kemudian ditentukan Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Pada 
Kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud Nomor 54 
Tahun 2013 kemudian ditentukan Standar Isi bebentuk Kerangka Dasar Kurikulum 
(KDK) yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. 
Selain itu, kompetensi siswa SMA berbeda dengan siswa SMK pada KTSP. Sedangkan 
pada Kurikulum 2013, kompetensi antara siswa SMA dan SMK serupa dalam dasar 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Dari segi materi pelajaran KTSP, setiap mata pelajaran dalam KTSP berdiri sendiri 
dengan kompetensi dasar sendiri. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari 
Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi dari sebelas mata pelajaran. Pada Kurikulum 
2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan ilmiah, yaitu perserta 
didik mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. 
Setiap  mata  pelajaran saling  terkait  dan mendukung  semua  kompetensi 
pembelajaran  seperti  sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan.  Total,  ada  enam 
hingga tujuh mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu, mata 
pelajaran  bahasa  Indonesia  dalam  KTSP  sejajar  dengan  mata  pelajaran  lain  dan 
diperlakukan sebagai pengetahuan. Sedangkan dalam Kurikulum 2013, Bahasa 
Indonesia menjadi alat komunikasi dan pembawa pengetahuan. Begitu juga dengan 
mata  pelajaran  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK).  Standar  proses  dalam 
pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi. Proses pembelajaran 
setiap  tema  di  jenjang  SD  dan  semua mata  pelajaran  di  jenjang  SMP/SMA/SMK 
dilakukan  dengan  pendekatan  ilmiah  (saintific  approach),  yaitu  standar  proses 
dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, 
menyimpulkan, dan mencipta. 

Dalam  proses  belajar mengajan,  KTSP menerapkan skema tematik pada  kelas 
satu  hingga  tiga  SD.  Sedangkan  pada  Kurikulum  2013,  pola  Tematik  Terpadu ini 
diterapkan di kelas satu hingga enam. Pemintaan (Penjurusan) mulai kelas X untuk 
jenjang  SMA/MA.  Sedangkan  penjurusan  pada  KTSP,  siswa  SMA  bisa  memilih 
jurusan sekolah sejak kelas XI. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat rinci. Pada 
Kurikulum 2013, tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan 
mata pelajaran wajib, peminatan, antarminat, dan pendalaman minat. Pada SMK, 
penjurusan tidak terlalu detil hingga bidang studi. Penjurusan di SMK meliputi 
pengelompokan peminatan dan pendalaman. 

Proses   penilaian   dalam   penerapan        KTSP   lebih   dominan   pada   aspek 
pengetahuan. Pada Kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan 
mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan 
proses dan hasil belajar mengajar siswa. Standar penilaian menggunakan penilaian
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otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan 
berdasarkan proses dan hasil. Penerapan ekstrakurikuler pada KTSP, kegiatan 
pramuka tidak diwajibkan. Sedangkan pramuka diwajibkan dalam Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik 
peserta  didik,  kondisi  geografis,  jenjang  pendidikan,  tanpa  membedakan  agama, 
suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum 
2013 meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan 
pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan 
kesinambungan yang bermakna dan tepat. 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan 
(stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, 
termasuk  didalamnya  kehidupan  kemasyarakatan,  dunia  usaha  dan  dunia  kerja. 
Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, 
keterampilan  sosial,  keterampilan  akademik,  dan  keterampilan  vokasional 
merupakan keniscayaan. 

Kurikulum    diarahkan    pada    proses    pengembangan,    pembudayaan    dan 
pemberdayaan   peserta   didik   yang   berlangsung   sepanjang   hayat.   Kurikulum 
mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan 
informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu 
berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. 

 
c.  Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 

 
Kurikulum   2013   bertujuan   untuk   mempersiapkan   manusia   Indonesia   agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan 
daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto  Bhineka 
Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 
mencakup kompetensi dasar, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban 
belajar, dan kalender pendidikan. 

 
1)  Kerangka Dasar Kurikulum 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang SNP pasal 6 ayat (1) menyatakan 

bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah terdiri atas lima kelompok, yaitu a) mata pelajaran 
agama dan akhlak mulia; b) mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) 
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d) mata pelajaran estetika; dan e) 
mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Kelompok   mata   pelajaran   agama   dan   akhlak   mulia   dimaksudkan   untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi 
pekerti      atau      moral      sebagai      perwujudan      dari      pendidikan      agama.
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Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk 
peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk 
wawasan  kebangsaan,  jiwa  dan  patriotisme  bela  negara,  penghargaan  terhadap 
hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, 
kesetaraan  gender,  demokrasi,  tanggung  jawab  sosial,  ketaatan  pada  hukum, 
ketaatan  membayar  pajak,  dan  sikap  serta  perilaku  anti  korupsi,  kolusi,  dan 
nepotisme (KKN). 

Kelompok  mata  pelajaran ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada  SD/MI/SDLB 
dimaksudkan  untuk  mengenal,  menyikapi,  dan  mengapresiasi  ilmu  pengetahuan 
dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang 
kritis,   kreatif  dan  mandiri.   Kelompok  mata   pelajaran   ilmu   pengetahuan  dan 
teknologi  pada  SMP/MTs/SMPLB  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kompetensi 
dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara 
kritis,  kreatif,  dan  mandiri.  Kelompok  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan 
teknologi  pada  SMA/MA/SMALB  dimaksudkan  untuk   memperoleh  kompetensi 
lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara 
kritis,   kreatif   dan  mandiri.   Kelompok  mata   pelajaran  ilmu   pengetahuan  dan 
teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. 

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, 
kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan 
harmoni.   Kemampuan   mengapresiasi   dan   mengekspresikan   keindahan   serta 
harmoni   mencakup   apresiasi   dan   ekspresi,   baik   dalam   kehidupan   individual 
sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan 
kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. 

Kelompok  mata  pelajaran  jasmani,  olahraga  dan kesehatan  pada  SD/MI/SDLB 
dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan 
kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 
pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta 
membudayakan sportif itas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran 
jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan 
untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja 
sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku 
hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan 
seperti  keterbebasan  dari perilaku  seksual  bebas,  kecanduan  narkoba,  HIV/AIDS, 
demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. 

 
2)  Struktur Kurikulum 

 
a)  Struktur Kurikulum Pendidikan Umum 

 
Struktur kurikulum mencerminkan desain dari konten kurikulum dalam bentuk 

mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran
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dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar 
per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan 
aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian 
beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem 
belajar yang digunakan adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban 
belajar  dalam   sistem   pembelajaran  berdasarkan  jam   pelajaran  per  semester. 
Struktur   kurikulum   juga   gambaran   mengenai   penerapan   prinsip   kurikulum 
mengenai kompetensi peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran dalam satu 
jenjang pendidikan. 
Struktur kurikulum  terdiri atas sejumlah mata pelajaran, dan beban belajar. Jam 
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam 
Tabel 3.2 struktur kurikulum SD/MI. 

 
b)  Struktur Kurikulum SD/MI 

 
Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran ditempuh dalam jam 

pembelajaran  per  minggu.  Beban  belajar  di  SD/MI  ditentukan  dengan  durasi  35 
menit untuk satu jam pemebelajaran. Kelas I, 30 jam, kelas II, 32 jam, dan kelas III, 
34 jam, serta kelas IV, V, dan VI, 36 jam pelajaran. 
Beban belajar di  Kelas  I, II,  III,  IV,  dan V  dalam  satu  semester  paling  sedikit 18 
minggu dan paling banyak 20 minggu. Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 
minggu dan paling banyak 20 minggu, pada semester genap paling sedikit 14 minggu 
dan paling banyak 16 minggu.    Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling 
sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. 
Jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran sifatnya relatif  karena di SD/MI 
menerapkan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu. Guru dapat mengatur jam 
pelajaran per  minggu  sesuai kebutuhan peserta  didik  dalam  pencapaian 
kompetensi. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi 
lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. 

 
Tabel 3.2 

Struktur Kurikulum SD/MI 
 

 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI  W AKTU BELAJAR PER MI NGGU 

I  II  III  IV  V VI  

Kelompok A       
1.  Pend id ikan Aga ma da n Bud i Pekert i 4 4 4 4 4 4 

2.  Pend id ikan Pancasila da n Kew arganegaraa n 5 5 6 5 5 5 

3.  Bahasa I ndo ne sia 8 9 10  7 7 7 

4.  Matemat ika 5 6 6 6 6 6 

5.  Ilmu Pengetahuan Alam -  -  -  3 3 3 

6.  I lmu Pengetahu an S osial -  -  -  3 3 3 

Kelompok B       
1.  Seni Buda ya  dan Prakarya 4 4 4 5 5 5 

2.  Pend id ikan Jasmani, Olahraga , dan Kese hat an 4 4 4 4 4 4 

Jumla h 30  32  34  36  36  36  
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c)  Struktur Kurikulum SMP/MTs 

 
Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran dinyatakan  dalam 

jam pembelajaran per minggu dengan durasi 40 menit. Beban belajar di Kelas VII, 
VIII,  dan  IX  dalam  satu  semester  minimal  18  minggu  dan  maksimal  20  minggu. 
Beban  belajar di  kelas  IX  pada  semester  ganjil  minimal  18  minggu  maksimal 20 
minggu,  pada  semester  genap  minimal  14  minggu,  maksimal  16  minggu.  Beban 
belajar dalam satu tahun pelajaran minimal 36 minggu dan maksimal 40 minggu. 
Namun, masih dimungkinkan bagi sekolah untuk menambah jam pelajaran sesuai 
kebutuhan.  Guru  dapat  mengatur  jam  pelajaran  per  minggu  sesuai  kebutuhan 
peserta didik dalam pencapaian kompetensi. 

 
Tabel 3.3 

Struktur Kurikulum SMP/MTs 
 

 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI  W AKTU BELAJAR PER MI NGGU 

VI I  VIII  IX  

Kelompok A    
1.  Pen didikan  Agama dan Bu di Peker t i 3 3 3 

2.  Pen didikan  Pancasila dan Kew arganegaraan 3 3 3 

3.  Bah asa I nd onesia 6 6 6 

4.  Mat emat ika 5 5 5 

5.  Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

6.  I lmu Pen get ahu an  Sosia l 4 4 4 

7.  Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    
1.  Seni Bu daya (te rmasu k muat an lokal)  3 3 3 

 

2.  
Pen didikan  Jasmani, Olah Raga, dan Kes ehat a n 

(t e rmasuk mu at an lokal)  

 

3 
 

3 
 

3 

3.  Prakarya (t e rmasu k mu at an loka l)  2 2 2 

Jumlah 38  38  38  

 

d)  Struktur Kurikulum SMA/MA 

 
Struktur kurikulum  SMA/MA  meliputi  substansi  pembelajaran  yang  ditempuh 

dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas 

XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar 

kompetensi mata pelajaran. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 (sembilan) mata 

pelajaran. Konten  Kompetensi Isi (KI),  Kompetensi Dasar (KD), dan kemasan konten 

serta label konten (mata pelajaran)  untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK 

adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa perserta didik adalah subjek 

dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai minatnya. Mata 

pelajaran pilihan terdiri atas  pilihan akademik (SMA)  serta pilihan akademik dan 

vokasional  (SMK).  Mata  pelajaran  pilihan  ini  memberikan  corak  kepada  fungsi 

satuan pendidikan dan didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta 

didik.
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Beban belajar di SMA ada penambahan jam belajar sebesar 4-6 jam per minggu. 

Kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar. Kelas XI dan XII bertambah 

dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar 

adalah 45 menit. Dengan adanya penambahan jam belajar dan pengurangan jumlah 

Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses 

pembelajaran yang berorientasi siswa aktif  belajar. Proses pembelajaran siswa aktif 

memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian 

informasi. Hal ini karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan mengamati, 

menanya, mengasosiasi, dan berkomunikasi. 
Pengorganisasian  kelas  pada  SMA/MA  dibagi  dalam  dua  kelompok,  yaitu  1) 

kelas X merupakan program wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, 2) kelas XI 

dan XII merupakan program Peminatan (penjurusan) yang terdiri atas tiga program, 

yaitu 1) Peminatan Matematika dan Sains, 2) Peminatan Sosial, dan 3) Peminatan 

Bahasa. Kelompok mata pelajaran program peminatan ini bertujuan (1) untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya  dalam 

sekelompok mata pelajaran sesuai minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) 

untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan 

tertentu. 

 
Tabel 3.4 

Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X 
Program Wajib 

 
 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI  W AKTU BELAJAR PER MI NGGU 

X XI  XII  

Kelom pok  A  ( W aj ib )     
1.  Pend id ikan Aga ma dan Bud i Pekert i 3 3 3 

2.  Pend id ikan Pancasila dan Ke w arga nega raan 2 2 2 

3.  Bahasa I ndonesia 4 4 4 

4.  Matemat ika 4 4 4 

5.  Sejarah Indonesia 2 2 2 

6.  Bahasa I ngg ris 2 2 2 

Kelom pok  B ( W aj ib )     
7.  Seni Budaya  2 2 2 

8.  Pend id ikan Jasmani, Olah Raga , dan Kesehat an 3 3 3 

9 Prakarya  ( t e rmasuk muat an lokal)  2 2 2 

Jumlah Jam  Pelajaran Kelompok A da n B per Mingg u 2 2 2 

Kelom pok  C ( Pem inat a n)     
Mata Pelajaran Peminat an Akad emik (SMA/MA)  18  20  20  

Jum lah  Ja m  Pela j aran  ya ng  Har us D i t em puh  per  Mingg u  44  46  46  
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Tabel 3.5 
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII 

Program Peminatan 
 

 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI  W AKTU BELAJAR PER MI NGGU 

X XI  XII  

Kelompok A dan B (Wajib) 24  24  24  

C. Kelompok Peminatan    
Pemin at an  Mat emat ika  dan I lmu-I lmu Alam    
 

 
I  

1 Mat emat ika 3 4 4 

2 Biolog i 3 4 4 

3 Fisika 3 4 4 

4 Kimia 3 4 4 

Pemin at an  I lmu -I lmu Sosia l    
 

 
II  

1 Geografi 3 4 4 

2 Sejara h 3 4 4 

3 Sosiolog i 3 4 4 

4 Ekono mi 3 4 4 

Pemin at an  I lmu -I lmu Bah asa dan Budaya    
 

II  

1 Bah asa dan Sas t ra I ndonesia 3 4 4 

2 Bah asa dan Sas t ra I nggris 3 4 4 

3 Bah asa dan Sas t ra Asin g Lainn ya 3 4 4 

4 Ant ropo log i 3 4 4 

Mat a Pela jaran Pil ihan dan Penda laman    
 Pilihan Lintas Minat dan atau Pendahlaman 

Minat 

 

6 

 

4 

 

4 

Ju mlah Jam Pelajaran yan g Tersedia per Mingg u 66  76  76  

Ju mlah Jam Pelajaran yan g Haru s Dit empuh per Mingg u 42  44  44  

 

e)  Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan 
 

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan 
mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. 
Mata  pelajaran  SMK/MAK  dikelompokkan  atas  3  (tiga)  kelompok,  yaitu  1)  mata 
pelajaran umum Kelompok A, 2) mata palajaran umum Kelompok B, dan 3) mata 
pelajaran  peminatan  kejuruan  Kelompok  C.  Mata  pelajaran  umum  Kelompok  A 
merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok 
B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 
sikap,  pengetahuan,      dan  keterampilan  dalam  bidang  sosial,  budaya,  dan  seni. 
Kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan 
kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, 
bakat, dan kemmampuan dalam bidang, program, dan paket kejuruan. 
Mata  pelajaran  wajib  mencakup  9  mata  pelajaran  dengan  belajar  24  jam  per 
minggu.  Kelompok  A  terdiri  dari  1)  Pendidikan  Agama  dan  Budi  Pekerti,  2) 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Matematika, 5) 
Sejarah Indonesia, dan 6) Bahasa Inggris. Kelompok B terdiri dari 1) Seni Budaya, 2) 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan 3) Prakarya dan Kewirausahaan. 
Mata pelajaran dasar bidang kejuruan meliputi Teknologi dan Rekayasa, Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Agrabisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan 
Kelautan,  Bisnis  dan  Manajement,  Parawisata,  Seni  Rupa  dan  Kriya,  dan  Seni 
Pertunjukan. Mata pelajan dasar program kejuruan  merupakan muatan-substantif 
pengikat yang berfungsi sebagai fokus utama dari program kejuruan tersebut.



Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2014/2015 |  37
37 

 

Beban  belajar  adalah  48  jam  pelajaran  per  minggu.  Satu  jam  belajar  adalah 45 
menit. Beban belajar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) yang 
diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri. 

 
Tabel 3.6 

Mata Pelajaran Umum SMK/MAK 
(Tiga Tahun) 

 
 

MATA PELAJARAN 
ALOKASI  W AKTU BELAJAR PER MI NGGU 

X XI  XI I  

Kel om pok  A (W aji b)   
1.  Pen d id ikan Aga ma dan Bud i Pekert i 3 3 3 

2.  Pen d id ikan Pancasila dan Ke w arg an eg araa n 2 2 2 

4 

4 

3.  Bah asa I n don esia 4 4 

4.  Mat emat ika 4 4 

5.  Sejarah Indonesia 2 2 2 

6.  Bah asa I n gg ris 2 2 2 

Kel om pok  B (W aji b)   
7.  Sen i Bu daya 2 2 2 

 

8.  
Pen d id ikan Jasman i, Olah Rag a, dan 

Kese h at an 

 

3 
 

3 

 

3 

9 Prakarya dan Kew irau sah aa n 2 2 2 

Ju mlah Ja m Pe laj a ran Ke lo mpok A dan B per Min gg u 24  24  24  

Kel om pok  C ( Pem inat an)   
Mat a Pelaj a ran Pe mina t an Akad e mik  dan Vokasi 

(SMK/ MAK)  
24  24  24  

JUMLAH ALOKASI  W AKTU PER MI NGGU 48  48  48  

Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau 
industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai 

instrumen utama penilaian. 

 

 
Tabel 3.7 

Mata Pelajaran Umum SMK/MAK 
(Empat Tahun) 

 
MATA PELAJARAN 

ALOKASI  WAKTU BELAJAR PER MI NGGU 

X XI  XI I  XIII 

Kelom pok  A ( W aj ib)   
1.  Pend idikan Agama da n Budi Pekert i 3 3 3 3 

2 2.  Pend idikan Pancasila dan Kew arganegaraan 2 2 2 

3.  Bahasa I ndonesia 4 4 4 4 

4.  Mat emat ika 4 4 4 4 

5.  Sejarah Indonesia 2 2 2 2 

6.  Bahasa I nggris 2 2 2 2 

Kelom pok  B ( W aj ib)   
7.  Seni Buda ya 2 2 2 2 

8.  
Pend idikan Jasmani, Olah Raga, dan 
Kesehat an 

3 3 3 3 

9 Prakarya  dan Kew irausahaan 2 2 2 2 

Jumlah Jam  Pela jaran Kelompo k A da n B per Minggu 24  24  24  24 

Kelom pok  C ( Peminat an)   
Mat a Pela jaran Peminat an Akademik dan Vokasi 

(SMK/MAK) 24  24  24  24 

JUMLAH ALOKASI  W AKTU PER MINGGU 48  48  48  48 

  Pelaksanaan   pembelajaran   dapat   dilakukan   di   satuan   pendidikan 
dan/atau  industri  (terintegrasi  dengan  Praktik  Kerja  Lapangan)  dengan Portofolio 
sebagai instrumen utama penilaian. 
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Materi pembelajaran dasar kompetensi kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan 
program  keahlian  untuk  memenuhi  standar  kompetensi  kerja  di  dunia  kerja. 
Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi 
atau   beberapa   penyelesaian   kompetensi   dasar   dari   setiap   mata   pelajaran. 
Pendidikan  SMK/MAK  diselenggarakan  dalam  bentuk  pendidikan  sistem  ganda. 
Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar 
SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan 
kegiatan kerja praktek di dunia usaha/ industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran 
per  minggu.  Minggu  efektif  penyelenggaraan  pendidikan  SMK/MAK  adalah  48 
minggu dalam satu tahun pelajaran. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK 
tiga tahun, maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian. 

 
f)   Struktur Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus 

 
Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi 
lulusan,  standar  kompetensi  kelompok  mata  pelajaran,  dan  standar  kompetensi 
mata  pelajaran.  Peserta  didik  berkelainan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua 
kategori, yaitu 1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan 
intelektual di bawah rata-rata dan 2) peserta didik berkelainan disertai dengan 
kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 

Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas 8 sampai 10 mata pelajaran, muatan 
lokal, program khusus, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan 
kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 
potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan   ke   dalam   mata   pelajaran   yang   ada.   Substansi   muatan   lokal 
ditentukan oleh satuan pendidikan. 

Program  khusus  berisi  kegiatan  yang  bervariasi  sesuai  dengan  jenis 
ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, 
bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri 
untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, dan bina 
pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras. 

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh 
guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 
kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 
Kegiatan  pengembangan  diri  difasilitasi  dan  atau  dibimbing  oleh  konselor,  guru, 
atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler. 

Peserta  didik  berkelainan  tanpa  disertai  dengan  kemampuan  intelektual  di 
bawah rata-rata, dalam batas tertentu masih dimungkinkan dapat mengikuti 
kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian. Peserta didik berkelainan 
yang   disertai   dengan   kemampuan   intelektual   di  bawah   rata-rata,   diperlukan 
kurikulum yang sangat spesifik, sederhana dan bersifat tematik untuk mendorong 
kemandirian  dalam  hidup  sehari-hari.  Peserta  didik  berkelainan  tanpa  disertai
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kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yang berkeinginan untuk melanjutkan 
sampai  ke  jenjang pendidikan tinggi,  semaksimal mungkin  didorong  untuk  dapat 
mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan umum sejak SD. Jika 
peserta didik mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus, 
didorong untuk dapat melanjutkan ke SMP. Bagi mereka yang tidak memungkinkan 
dan/atau  tidak  berkeinginan  untuk  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  tinggi, 
setelah menyelesaikan pada jenjang SDLB dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 
SMPLB, dan SMALB. 

Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memerlukan pindah 
jalur pendidikan antarsatuan pendidikan yang setara sesuai dengan ketentuan pasal 
12  ayat  (1)  UU  Nomor  20/2003 maka  mekanisme pendidikan  bagi  peserta  didik 
melalui jalur formal dilukiskan pada bagan berikut. 

 
Bagan 3.1 

Mekanisme Pendidikan untuk Peserta Didik melalui Jalur Formal 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2003 

 

 
SDL B                  SMPLB                    SMALB                 M as ya r a k a t  

 

Ja lu r  1  

 

ALB/ AB K  
 

Ja lu r  2  

SD/ MI                SMP/ MTs                SMA/ MA                PT/ Mas y a r ak a t  
 

 
SMK/ MAK  

 
 
 

 
Struktur  kurikulum  satuan  pendidikan  khusus  dikembangkan  dengan 
memperhatikan 12 variabel berikut ini. 
1.     Kurikulum untuk peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan 

intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB 
A=tunanetra, B=tunarungu, D=tunadaksa ringan, E=tunalaras; SMPLB A, B, D, E; 
dan SMALB A, B, D, E. 

2.     Kurikulum untuk peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan 
intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB 
C=tunagrahita ringan, C1=tunagrahita sedang, D1=tunadaksa sedang, 
G=tunaganda; SMPLB C, C1, D1, G, dan SMALB C, C1, D1, G. 

3.    Kurikulum satuan pendidikan SDLB A, B, D, E relatif  sama dengan kurikulum SD 
umum. Pada satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E dan SMALB A, B, D, E dirancang 
untuk  peserta  didik  yang  tidak  memungkinkan  dan/atau  tidak  berkeinginan 
untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. 

4.   Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E terdiri atas 
60%--70% aspek akademik dan 40%--30% berisi aspek keterampilan vokasional.
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Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri atas 40%-ς50% 
aspek akademik dan 60%--50% aspek keterampilan vokasional. 

5.    Kurikulum  satuan  pendidikan  SDLB,  SMPLB,  SMALB  C,  C1,  D1,  G,  dirancang 
sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan 
sifatnya lebih individual. 

6.   Pembelajaran untuk satuan pendidikan khusus SDLB, SMPLB dan SMALB C, C1, 
D1, G menggunakan pendekatan tematik. 

7.    Standar  kompetensi  (SK)  dan  kompetensi  dasar  (KD)  mata  pelajaran  umum 
SDLB, SMPLB, SMALB A, B, D, E mengacu pada SK dan KD sekolah umum yang 
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, 
dikembangkan oleh BSNP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaran program 
khusus, dan keterampilan dikembangkan oleh satuan pendidikan khusus dengan 
memperhatikan jenjang dan jenis satuan pendidikan. 

8.    Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB dan 
SMALB   C,   C1,   D1,   G   diserahkan   pada   satuan   pendidikan   khusus   yang 
bersangkutan dengan memperhatikan tingkat dan jenis satuan pendidikan. 

9.    Struktur kurikulum pada satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB mengacu 
pada  struktur  kurikulum  SD  dan  SMP  dengan  penambahan  program  khusus 
sesuai jenis kelainan, dengan alokasi waktu 2 jam/minggu. pada jenjang SMALB, 
program khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta 
didik tertentu, dan tidak dihitung sebagai beban belajar. 

10. Program khusus sesuai jenis kelainan peserta didik meliputi: 
a.    Orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra. 
b.   Bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu. 
c.    Bina diri untuk peserta didik tunagrahita ringan dan sedang. 
d.   Bina gerak untuk peserta didik tunadaksa ringan. 
e.   Bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras. 
f. Bina  diri  dan  bina  gerak  untuk  peserta  didik  tunadaksa  sedang,  dan 

tunaganda. 
11. Jumlah dan alokasi waktu jam pembelajaran diatur sebagai berikut. 

a.    Jumlah jam pembelajaran SDLB A, B, D, E kelas I sampai III berkisar antara 
28ς-30 jam pembelajaran/minggu dan 34 jam pembelajaran/  minggu untuk 
kelas IV sampai VI. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SD umum karena ada 
tambahan mata pelajaran program khusus. 

b.   Jumlah  jam  pembelajaran  SMPLB  A,  B,  D,  E kelas  VII,  VIII,  IX  adalah  34 
jam/minggu. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SMP umum karena ada 
penambahan mata pelajaran program khusus. 

c. Jumlah  jam  pembelajaran  SMALB  A,  B,  D,  E  kelas  X,  XI,  XII  adalah  36 
jam/minggu, sama dengan jumlah jam pembelajaran SMA umum. Program 
khusus pada jenjang SMALB bersifat fakultatif  dan tidak termasuk beban 
pembelajaran. 

d.    Jumlah jam pembelajaran SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, G sama dengan 
jumlah jam pembelajaran pada SDLB, SMPLB, SMALB A, B, D, E, tetapi 
penyajiannya                     melalui                     pendekatan                     tematik.
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e.  Alokasi per jam pembelajaran untuk SDLB, SMPLB dan SMALB A, B, D, E 
maupun  C,  C1, D1,  G masing-masing  30 menit,  35 menit  dan  40  menit. 
Selisih  5  menit  dari  sekolah  reguler  karena  disesuaikan  dengan  kondisi 
peserta didik berkelainan. 

f. Satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB dapat menambah maksimum 6 
jam pembelajaran/minggu untuk keseluruhan jam pembelajaran, dan 4 jam 
pembelajaran  untuk  tingkat  SMALB  sesuai  kebutuhan  peserta  didik  dan 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 
Tabel 3.8 

Struktur Kurikulum SDLB Tunanetra (SDLB/A) 
 

No.  Kom ponen  
Kelas dan  Alokasi Wakt u 

I  II  III  IV , V, &  VI  

A Mata Pelajaran     
1 Pendidikan Agam a 3 

2 Pendidikan Kewa rganegaraan 2 

3 Bahasa In donesia 5 

4 Matem ati ka 5 

5 I lmu Penget ahuan Alam 4 

6 I lmu Penget ahuan Sosial 3 

7 Seni Budaya  dan Keteram pilan 4 

8 Pendidikan Jasm ani, Olahrag a, dan Kesehatan 4 

B Muatan Lokal 2 

C Program  Khusus Orient asi & Mobilit as 2 

D Pengemb angan Diri *)  2 *)  

Jumlah 28  29  30  34  

Catatan:  *) ekuivalen 2 jam  pem belajaran  

 
Tabel 3.9 

Struktur Kurikulum SDLB Tunarungu (SDLB/B) 
 

No.  Kom p on en  
Kelas dan  Alokasi  Wak t u  

I  II  I I I  IV, V, & VI  

A Mata  Pela j ar an     
1 Pendidik an Ag am a 3 

2 Pendidik an Kew arg aneg ar aan 2 

3 Bahasa  I nd on esia 5 

4 Mate m ati k a 5 

5 Ilmu  Pengeta hua n Alam  4 

6 Ilmu  Pengeta hua n Sosial  3  

7  Seni  Budaya  dan  Ket eram pilan  4 

8 Pendidik an Jasm ani,  Olahraga,  dan Keseh at an  4 

B Muatan  Lok al  2  

C Program  Khusus Orientasi  dan  Mob ilit as  2 

D Pengem ba ngan  Diri  *)  2 *)  

Ju m lah  28  29  30  34  

Catatan:  *)  ekuivalen 2 jam  pe m b elaja ran 

 
12.  Muatan isi pada setiap mata pelajaran: 

 
a.  Untuk SDLB A, B, D, E pada dasarnya sama dengan SD umum, tetapi karena 

kelainan dan kebutuhan khususnya sehingga diperlukan modifikasi dan/atau 
penyesuaian secara terbatas. 

b.  Pada program khusus disusun tersendiri oleh satuan pendidikan. 
c. Pada SMPLB A, B, D, E bidang akademik mengalami modifikasi dan 

penyesuaian dari SMP umum sehingga menjadi sekitar 60%-ς70%. Sisanya 
sekitar  40%--30%  muatan  isi  kurikulum  ditekankan  pada  bidang 
keterampilan vokasional. 

d.  Pada keterampilan vokasional meliputi tingkat dasar, tingkat terampil dan 
tingkat  mahir.  Jenis  keterampilan  yang  akan  dikembangkan,  diserahkan 
pada satuan pendidikan sesuai dengan minat, potensi, kemampuan, dan 
kebutuhan peserta didik serta kondisi satuan pendidikan.
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e. Pada SMALB A, B, D, E bidang akademik mengalami modifikasi dan 
penyesuaian dari SMA umum sehingga menjadi sekitar 40%-ς50% bidang 
akademik dan sekitar 60%ς-50% bidang keterampilan vokasional. 

f.   Pada muatan kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, G lebih ditekankan 
pada kemampuan menolong diri sendiri dan keterampilan sederhana yang 
memungkinkan   untuk   menunjang   kemandirian   peserta   didik   sehingga 
muatan keterampilan vokasional lebih diutamakan. 

 
Tabel 3.10 

Struktur Kurikulum SDLB Tunadaksa (SDLB/D) 
 

No. Komponen  
Kelas dan Alokasi Waktu 

I  II  III  IV , V, & VI  

A Mata Pelajaran     
1 Pendidikan Agama 3 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

3 Bahasa Indonesia 5 

4 Mat emat ika  5 

5 I lmu Penget ahuan  Alam 4 

6 I lmu Penget ahuan  Sosial 3 

7 Seni Budaya  dan Keterampilan 4 

8 Pendidikan Jasmani, Olahraga  dan Keseh at an 4 

B Muatan Lokal 2 

C Program  Khusus Orient asi dan Mobil itas  2 

D Pengembangan  Diri  *)  2 *)  

Jumlah  28  29  30  34  
Catatan:  *)  ekuivalen  2 jam  pembelajaran  

 
Tabel 3.11 

Struktur Kurikulum SDLB Tunalaras (SDLB/E) 
 

No. Kom ponen  
Kelas dan  Alokasi Waktu 

I  II  III  IV , V, & VI  

A Mata Pelaj aran     
1 Pendidikan  Agama  3 

2 Pendidikan  Kewarganegaraan 2 

3 Bahasa Indonesia 5 

4 Matemat ika  5 

5 I lmu Penget ahuan Alam  4 

6 I lmu Penget ahuan Sosial 3 

7 Seni Budaya  dan  Keterampilan 4 

8 Pendidikan  Jasmani, Olahraga  dan Kesehata n 4 

B Muatan Lokal 2 

C Program  Khu sus Orient asi dan  Mobil it as 2 

D Pengem bangan  Diri  *)  2 *)  

 Jum lah  28  29  30  34  
Catatan:  *)  ekuivalen  2 jam  pembelajaran  

 
Tabel 3.12 

Struktur Kurikulum SMPLB Tunanetra (SMPLB/A) 
 

No. Komponen 
Kelas dan Alokasi  Waktu  

VII  VIII  IX  

A Mata Pelajar an  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan  Agama 

2 Pendidikan  Kewarga negara an 2 2 2 

3 Bahasa Ind onesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggris  2 2 2 

5 Mat emati ka 3 3 3 

6 I lmu  Pengetahu an  Sosial  2 2 2 

7 I lmu  Pengetahu an  Alam 3 3 3 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan  Jasm ani,  Olahraga  dan Kesehatan  2 2 2 

10  Ket erampilan  Vokasiona l/  Tekno logi  In formasi  dan Komun ikasi* )  10  10  10  

B Muat an Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Orientasi  dan  Mobilitas  2 2 2 

D Pengembangan Diri  2* * )  2* * )  2* * )  

Jumlah 34  34  34  

Catatan:     *)  Ket erampil an  vokasional/ tekno logi  in form asi dan  komuni kasi  meru pakan  pake t  p ili han , 

Jenis keterampil an  vokasional/ t eknologi  informasi  yang dikem bangkan, 

diserahkan  kepada sekolah sesuai potensi daerah 

**)  ek uivalen 2 jam  pem belaj aran
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Tabel 3.13 
Struktur Kurikulum SMPLB Tunarungu (SMPLB/B) 

 
No. Komp onen  

Kelas dan Alokasi  Wakt u 

VII  VIII  IX  

A Mata Pelaj aran  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan Agama  

2 Pendidikan  Kewarganega raan  2 2 2 

3 Bahasa Ind onesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggris  2 2 2 

5 Mat ema t ika 3 3 3 

6 I lmu  Penget ahuan  Sosial  2 2 2 

7 I lmu  Penget ahuan  Alam 3 3 3 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan Jasm ani,  Olahraga  dan Kesehat an 2 2 2 

10  Ketera mpilan  Vokasional/  Tekno logi  informasi  dan Kom un ikasi  * )  10  10  10  

B Muat an  Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Bina  Komu-nikasi,  Persepsi  Bunyi & Irama  2 2 2 

D Pengemb angan Diri  2** )  2** )  2** )  

Jumlah 34  34  34  

Catatan:     *)  Ket erampil an vokasiona l/ teknologi  in for m asi  dan  kom un ikasi m erupakan  pake t  p ili han , 

Jenis keterampi lan  vokasional/ t eknologi  informasi  yang dikembangkan, 

diser ahkan kepada sekolah  sesuai  pot ensi  daerah 

**)  ek uivalen  2 jam  pem bela jar an  

 
Tabel 3.14 

Struktur Kurikulum SMPLB Tunadaksa SMPLB/D) 
 

No. Komponen 
Kelas dan Alokasi  Waktu  

VII  VIII  IX  

A Mata Pelajar an  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan  Agama 

2 Pendidikan  Kewarga negara an 2 2 2 

3 Bahasa Ind onesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggris  2 2 2 

5 Mat emati ka 3 3 3 

6 I lmu  Pengetahu an  Sosial  2 2 2 

7 I lmu  Pengetahu an  Alam 3 3 3 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan  Jasm ani,  Olahraga  dan Kesehatan  2 2 2 

10  Ket erampilan  Vokasiona l/  Tekno logi  In formasi  dan Komun ikasi  *)  10  10  10  

B Muat an Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Bina Gerak  2 2 2 

D Pengembangan Diri  2* * )  2* * )  2* * )  

Jumlah 34  34  34  
Catatan:     *)  Ket erampil an  vokasional/ tekno logi  in form asi dan  komuni kasi  meru pakan  pake t  p ili han ,  

Jenis keterampil an  vokasional/ t eknologi  informasi  yang dikem bangkan, 

diserahkan  kepada sekolah sesuai potensi daerah 

**)  ek uivalen 2 jam  pem belaj aran  

 

 
 

Tabel 3.15 
Struktur Kurikulum SMPLB Tunalaras (SMPLB/E) 

 
No. Komp onen  

Kelas dan Alokasi  Wakt u 

VII  VIII  IX  

A Mata Pelaj aran  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan Agama  

2 Pendidikan  Kewarganega raan  2 2 2 

3 Bahasa Ind onesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggris  2 2 2 

5 Mat ema t ika 3 3 3 

6 I lmu  Penget ahuan  Sosial  2 2 2 

7 I lmu  Penget ahuan  Alam 3 3 3 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan Jasm ani,  Olahraga  dan Kesehat an 2 2 2 

10  Ketera mpilan  Vokasional/  Tekno logi  Informasi  dan Kom un ikasi  * )  10  10  10  

B Muat an  Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Bina  Pribadi dan Sosial  2 2 2 

D Pengemb angan Diri  2** )  2** )  2**)  

Jumlah 34  34  34  

Catatan:     *)  Ket erampil an vokasiona l/ teknologi  in for m asi  dan  kom un ikasi m erupakan  pake t  p ili han , 

Jenis keterampi lan  vokasional/ t eknologi  informasi  yang dikembangkan, 

diser ahkan kepada sekolah  sesuai  pot ensi  daerah 

**)  ek uivalen  2 jam  pem bela jar an
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Tabel 3.16 
Struktur Kurikulum SMALB Tunanetra (SMALB/A) 

 
No.  Kom ponen 

Kelas dan Alokasi Waktu  

X XI  XII  

A Mata Pelajar an  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan Agama  

2 Pendidikan Kewa rganegaraan 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggri s 2 2 2 

5 Matemat ika 2 2 2 

6 I lmu  Pengetahuan Sosial 2 2 2 

7 I lmu  Pengetahuan Alam  2 2 2 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehat an 2 2 2 

10  Keteram pilan  Vokasiona l/  Tekno logi In formasi  dan Komun ikasi *)  16  16  160 

B Muat an Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Orientasi  dan Mobili tas  -  -  -  

D Pengembangan Diri  2** )  2** )  2** )  
Jum lah 36  34  34  

Catatan:   *) K eteram pilan  v ok asional/t ek nolo gi  in form asi d an komuni kasi  meru pakan  pake t  pilihan,  

Jenis keterampilan  vokasiona l/ tekno logi inform asi yang dikem bangkan, 

diserahkan kepada sekolah  sesuai  pot ensi  daerah 

**) eku ivalen 2 jam  pe mbelajaran  

 
Tabel 3.17 

Struktur Kurikulum SMALB Tunarungu (SMALB/B) 
 

No.  Kom ponen  
Kelas dan Alokasi Waktu  

X XI  XII  

A Mata Pelaja ran  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan Agama 

2 Pendidikan Kewa rganegaraan  2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggri s 2 2 2 

5 Matemat ika 2 2 2 

6 I lmu  Pengetahuan Sosial 2 2 2 

7 I lmu  Pengetahuan Alam  2 2 2 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan Jasm ani, Olahraga dan Kesehatan  2 2 2 

10  Ketera mpilan Vokasional/  Teknologi I nf orm asi dan Kom unik asi *)  16  16  16  

B Muat an Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Orientasi dan Mobili tas  -  -  -  

D Pengembanga n Diri  2**)  2**)  2**)  

Jumlah 36  36  36  

Catatan:   *)  Kete ram pilan  v o kasio na l / t e kn ologi in forma si dan  k omuni ka si  m eru pak an  pake t  pilihan,  

Jenis ke tera mpilan vokasional/ t eknologi inform asi yang  dikemb angkan, 

disera hkan kepada sekolah  sesuai  potensi daerah 
**)  ek ui valen 2 jam  pe mbelajaran  

 
Tabel 3.18 

Struktur Kurikulum SMALB Tunadaksa (SMALB/D) 
 

No.  Kom ponen  
Kelas dan Alokasi Waktu  

X XI  XII  

A Mata Pelaja ran  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan Agama 

2 Pendidikan Kewa rganegaraan  2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 2 2 2 

4 Bahasa Inggri s 2 2 2 

5 Matemat ika 2 2 2 

6 I lmu  Pengetahuan Sosial 2 2 2 

7 I lmu  Pengetahuan Alam  2 2 2 

8 Seni  Budaya 2 2 2 

9 Pendidikan Jasm ani, Olahraga dan Kesehatan  2 2 2 

10  Ketera mpilan Vokasional/  Teknologi I nf orm asi dan Kom unikasi *)  16  16  16  

B Muat an Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus Orientasi dan Mob ili tas -  -  -  

D Pengembanga n Diri  2**)  2**)  2**)  

Jumlah 36  36  36  

Catatan:   *)  Ke t e ram pila n  vok asional / t e kn ologi in formasi  dan k omuni k asi  m eru pakan  pake t  p ilihan,  

Jenis ke tera mpilan vokasional/ t eknologi inform asi yang  dikemb angkan, 

disera hkan kepada sekolah  sesuai  potensi daerah 

**)  eku ivalen 2 jam  pe mbelajaran
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Tabel 3.19 
Struktur Kurikulum SMALB Tunalaras (SMALB/E) 

 
No.  Kom pon en  

Kelas dan  Alokasi  Waktu  

VI I  VII I  IX  

A Mata  Pelajar an  
2 

 
2 

 
2 1 Pendidikan  Agama  

2 Pendidikan  Kewar ganegaraan  2 2 2 

3 Bahasa  I ndone sia 2 2 2 

4 Bahasa  I nggr is 2  2 2 

5 Mat emat ik a 2 2 2 

6 I lmu  Penget ahuan  Sosial  2  2  2 

7 I lmu  Penget ahuan  Alam  2 2 2 

8 Seni  Buda ya 2 2 2 

9 Pendidikan  Jasmani,  Orkes 2 2 2 

10  Keteram pilan  Vokasion al/  Tek nolo gi Infor masi  dan  Kom u nikasi  *)  16  16  16  

B Muatan  Lokal  2  2  2 

C Program  Kh usus Ori entasi  dan  Mob ili tas  -  -  -  

D Pengem bang an Diri  2 * * )  2 * * )  2 * * )  

Jum lah  36  36  36  

Catatan:     * )  Kete rampi lan  v ok asional / t ek nologi informasi  dan kom unikasi  m erupakan  paket pilihan , 

Jenis  ke teram pilan  vokasiona l/te kno logi  in form asi yang  d ik em bang kan , 

diserahkan  kep ada sek olah  sesuai  pot ensi  daerah  
** )  eku ivalen  2 j am pembe laja r an  

Tabel 3.20 
Struktur Kurikulum SDLB 

Tunagrahita Ringan (SDLB/C), Tunagrahita Sedang (SDLB/C1), 
Tunadaksa Sedang (SDLB/D1), dan Tunaganda (SDLB/G) 

 
No.  Kompon en  

Kelas dan Alokasi Waktu 

I , I I , dan  I I I  IV , V, dan VI  

A Mata Pelaja ran  
 

 
29 - 32 

(Pendekatan Tema t ik)  

 

 
30 

(Pendekatan Tema t ik)  

1 Pendidikan Agama  

2 Pendidikan Kewarg anegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Matem at ika 

5 I lmu Pengetahuan Alam 

6 I lmu Pengetahuan Sosial 

7 Seni Budaya  dan  Keteramp ilan 

8 Pendidikan Jasm ani, Olahraga  dan Kesehatan 

B Muatan Lokal 2 

C Program  Khusus *)  2 

D Pengemb angan Diri  2 * * )  

 Jum lah 29 - 32  34  
Catatan:  *)  Disesua ikan dengan kelainan dan kebutuhan peserta didik 

*)  ekuivalen 2 jam pem belajaran 

 
Struktur kurikulum satuan pendidikan khusus tingkat SDLB, SMPLB, dan 

SMALB C, C1, D1, dan G merupakan satu rumpun yang relatif sama antara satu jenis 
kelainan dengan jenis kelainan yang lain. 

 
Tabel 3.21 

Struktur Kurikulum SMPLB 
Tunagrahita Ringan (SMPLB/C), Tunagrahita Sedang (SMPLB/C1), 

Tunadaksa Sedang (SMPLB/D1), dan Tunaganda (SMPLB/G) 
 

No.  Kom p on en  
Kelas dan  Alokasi  Wak t u 

VI I  VII I  IX  

A Mata  Pela j ar an    1 Pend idikan Agam a  
 

10  

Pend id ik an 

Tem atik  

 
 

10  

Pend id ik an 

Tem atik  

 
 

1 0 

Pend id ik an 

Tem atik  

2  Pend idikan Kew arg aneg ar aa n 

3 Bahasa  I nd on esia 

4 Bahasa  I ng g r is 

5  Mat ema t ik a 

6 I lmu  Penget ahua n Sosial  

7  I lmu  Penget ahua n Al am  

8 Seni  Bud ay a 

9 Pend idikan Jasmani,  Olahra ga  dan  Keseh at an 

10  Kete ramp ilan  Vokasional/  Teknologi  Inf orm asi  dan  Kom unikasi * )  20  20  20  

B Muatan  Lokal  2  2  2 

C Program  Khusus  **)  2  2  2 

D Penge m bangan Diri  2***)  2***)  2***)  

Ju m lah 34  34  34  
Catatan:   *)  Ke te r am pila n v okasiona l / t ek n ologi in for m asi  dan kom uni k asi  m er upa k an  pake t  pilihan,  

Jenis  kete rampi lan  vokasion al/ t ekno logi  inform asi  yang  dike m b angkan , 

diserahkan kep ada sekolah  sesuai  pot ensi daer ah 

**)  Disesuai k an de ngan  ke lainan  dan  ke butu han  pe serta  d idik  

***)  ek uival e n 2 jam  pe mbela jaran
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Tabel 3.22 
Struktur Kurikulum SMALB 

Tunagrahita Ringan (SMALB/C), Tunagrahita Sedang (SMALB/C1), Tunadaksa Sedang 
(SMALBD1), dan Tunaganda (SMALB/G) 

 
No.  Kom ponen  

Kelas dan Alokasi Waktu  

X XI  XII  

A Mata Pelaja ran  

 
10 

(pendekat an 

temat ik)  

 

 
10 

(pendekat an 

temat ik)  

 

 
 

10  (pendekatan 

temat ik )  

1 Pendidikan Agama 

2 Pend. Kewa rganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 

4 Bahasa Inggri s 

5 Matemat ika 

6 I lmu  Pengetahuan Sosial 

7 I lmu  Pengetahuan Alam  

8 Seni  Budaya 

9 Pendidikan Jasm ani, Olahraga dan Kesehatan  

10  Ketera mpil an Vokasional/  Teknologi I nf orm asi dan Kom unik asi *)  24  24  24  

B Muat an Lokal 2 2 2 

C Program  Khusus **)  -  -  -  

D Pengembanga n Diri  2***)  2***)  2***)  

Jumlah 36  36  36  

Catatan:   *)  Kete ram pilan  v o kasio na l / t e kn ologi in forma si dan  k omuni k asi  m eru pak an  pake t  pilihan,  

Jenis ke tera mpilan vokasional/ t eknologi inform asi yang  dikemb angkan, 

disera hkan kepada sekolah  sesuai  potensi daerah 

**)  Disesuai k an  dengan  ke lainan  dan  k ebutuhan  peserta  didik  

***)  ek ui valen 2 jam  pe mbelajaran  

 
g)  Struktur Kurikulum Program Paket A, Paket B dan Paket C 

 
Struktur kurikulum program paket A, paket B, dan paket C merupakan pola 

susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik 
dalam  kegiatan  pembelajaran,  meliputi  mata  pelajaran,  dan  bobot  satuan kredit 
kompetensi (SKK). 

Susunan  mata  pelajaran program  paket  A,  paket B,  dan  paket  C  terdiri  atas 
berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olahhati, olahpikir, 
olahrasa, olahraga, dan olahkarya, termasuk muatan lokal, keterampilan fungsional 
dan pengembangan kepribadian profesional. 
Beban belajar program paket A, paket B, dan paket C dinyatakan dalam SKK yang 
menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam 
mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, 
dan atau kegiatan mandiri. 

SKK  merupakan  penghargaan  terhadap  pencapaian  kompetensi  sebagai  hasil 
belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan 
untuk  setiap  mata  pelajaran  yang  terdapat  dalam  struktur  kurikulum.  Satu  SKK 
dihitung berdasarkan  pertimbangan muatan  SK dan KD  tiap mata  pelajaran. SKK 
dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan 
informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan 
kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial 
atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam 
tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran=35 menit untuk paket A, 
40 menit untuk paket B, dan 45 menit untuk paket C. 

Struktur kurikulum program paket A, paket B, dan paket C dimaksudkan untuk 
mencapai  standar  kompetensi  lulusan  sesuai  dengan  Permendiknas  Nomor  23 
Tahun 2006 tentang Standar Kompentensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar 
dan   menengah   dengan   orientasi   pengembangan   olahkarya   untuk   mencapai 
keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program paket A, paket B, 
dan paket C, yaitu: 
1)  Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
2)  Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
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3)  Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha. 
Pencapaian  kompetensi  keterampilan  fungsional  dikembangkan  melalui  mata 

pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan 
secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. 
Muatan  lokal  merupakan  kajian  yang  diberikan  secara  terintegrasi  dalam  mata 
pelajaran atau secara tersendiri sebagai mata pelajaran pilihan. 
Pengembangan kepribadian profesional merupakan kemampuan mengembangkan 
diri untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengelola potensi, bakat, minat, 
prakarsa, kemandirian, tindakan, dan waktu secara profesional sesuai tujuan dan 
kebutuhan, yang dapat dilakukan antara lain melalui pelayanan konseling. 
Kemampuan   olahhati   dan   olahrasa   termasuk  estetika   dikembangkan  melalui 
muatan  dan/atau  kegiatan  bahasa, seni  dan budaya,  keterampilan,  dan  muatan 
lokal yang relevan. 
Adapun struktur sebaran mata pelajaran Program paket A, paket B dan paket C (IPA, 
IPS, dan Bahasa) sebagaimana tersaji pada Tabel 3.29-3.33. 

 
Tabel 3.23 

Struktur Kurikulum Paket A 
 

 
No.  

 
Mat a Pelaj ara n 

Bobot Sat uan K red it Kom pet ensi (SKK)  

Tingkat an 1  /  

Deraj at  Awal 

Set ara K elas I - III  

Tingk at an 2  /  

Deraj at  Da sar  

Set ara K elas I V- VI  

 
Jum lah 

1 Pendidikan Aga ma  9 9 18  

2 Pendidikan K ew arganegaraan 9 9 18  

3 Bahasa I ndo nesia 15  15  30  

4 Mat em at ika 15  15  30  

5 Ilmu Penget ahuan Alam  12  12  24  

6 Ilmu Penget ahuan Sosial 9 9 18  

7 Seni Buday a 6 6 12  

8 Pendidikan Jasm ani, Olahraga da n Kesehat an 6 6 12  

9 Ketera mpilan Fung sional *)  9 9 18  

10  Muat an Lok al **)  6**)  6**)  12**)  

11  Pengemb ang an Kepri badian Profe sional  6 6 12  
Jum lah 102  102  204  

Cat ata n :  * )  Pili han m at a pe laja ran  

** )  Substa n sinya  dapat  me njadi  bagian dar i m at a pel ajaran yan g ada,  baik m at a pel aj aran w ajib  m au pun pilihan . 

SKK un t uk  subst ansi mu at an lok al t er m asuk ke dalam  SKK m at a pelaj ara n yang dimu ati.  

 
Tabel 3.24 

Struktur Kurikulum Paket B 
 

 
No.  

 
Mata Pelajara n 

Bobot  Satuan Kredit  Kom pete nsi (SKK)  

Ting kat an 3 / 

Deraja t  Ter am pil 1 

Set ar a Kelas VI I - VI I I  

Tingkat an 4 / 

Deraja t  Ter ampil 2 

Set ar a Kelas I X 

 
Jumlah 

1 Pendidikan Agama  4 2 6 

2 Pendidikan Kewarg anegaraan 4 2 6 

3 Bahas a In donesia 8 4 12  

4 Bahas a In ggr is 8 4 12  

5 Matem at ika 8 4 12  

6 I lmu  Penget ahua n Alam  8 4 12  

7 I lmu  Penget ahua n Sosial 8 4 12  

8 Seni Budaya 4 2 6 

9 Pendidikan Jasmani, Olahrag a dan Kesehatan 4 2 6 

10  Ketera mpilan Fungsional *)  4 2 6 

11  Muat an Lokal **)  4** )  2** )  6** )  

12  Pengem banga n Kepribadian Profes ional 4 2 6 

Jumlah 68  34  102 

Catatan :  * )  Pil iha n ma ta pe lajaran 

** )  Substan siny a dapat me nj adi  bagian dari ma ta pelaja ran yan g ada, baik ma ta pelaja ran wa jib  mau pun pilihan . 

SKK un tuk  subst ansi mu at an l okal t er m asuk  ke dalam  SKK m at a pelajara n yang  dim uat i.
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Tabel 3.25 
Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA) 

 
 

No.  

 
Mat a Pelaj aran  

Bobot  Satu an Kr edit  Kom pete nsi ( SKK)  

Tingkat an  5  / 

Der aj at  Mahir  1  

Set ara  Kelas  X 

Tingkat an  6  / 

Deraj at Mahir  2  

Set ara  Kelas  XI - XI I  

 
Jum lah  

1 Pendidikan  Agama  2 4  6  

2  Pendidikan  Kew ar ganega r aan  2 4  6  

3  Bahasa  I ndonesia  4  8  12  

4  Bahasa  I ngg r is  4  8  12  

5  Mat em at ika  4  8  12  

6  Fisik a 2  8  10  

7  Kimia  2  8  10  

8  Biologi  2  8  10  

9  Sej arah  1  2  3  

10  Geografi  1  -  1  

11  Ekonom i  2  -  2  

12  Sosiologi  2  -  2  

13  Seni Budaya  2 4  6  

14  Pendidikan  Jasm an i,  Olah raga  dan  Kesehat an  2  4  6  

15  Ket eram p ilan  Fun gsi on al  *)  4*)  8*)  12*)  

16  Muat an  Lokal  ** )  2**)  4**)  6**)  

17  Penge m bangan  Kep ribadian  Profesi on al  2  4  6  

Jum lah  40  82  122  
Cat at an:  * )  Pilih an  m ata  pe laj aran  

** )  Subst an sin y a dapat  m enj ad i bagian  dari mat a  pe la j aran  yang  ada,  b aik m ata  pe la j aran  waj ib  m aupun  pilih an.  

SKK unt uk  subst ansi  m uat an  lokal  t erm asuk  ke d alam  SKK m at a pela j ar an  yang dim uat i.  

 
Tabel 3.26 

Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS) 
 

 
No.  

 
Mata  Pela j aran  

Bobot  Satuan  Kred it  Kompe t ensi ( SKK)  

Tingka t an 5 / 

Der aja t  Mahir  1 

Setara  Kelas X 

Tingka t an 6 / 

Der aja t  Mahir  2 

Setara  Kelas XI -XI I  

 
Juml ah  

1 Pendidikan  Agama  2 4 6 

2 Pendidikan  Kew arga nega raan  2 4 6 

3 Bahasa  I ndonesia  4 8 12  

4 Bahasa  I ngg ris 4 8 12  

5 Mat ema t ik a 4 8 12  

6 Fisik a 2 -  2 

7 Kimia  2 -  2 

8 Biologi  2 -  2 

9 Sej arah  1 3 4 

10  Geografi  1 7 8 

11  Ekonomi  2 8 10  

12  Sosiologi  2 8 10  

13  Seni  Budaya  2 4 6 

14  Pendidikan  Jasm ani,  Olah raga  dan  Kesehat an  2 4 6 

15  Ket eramp ilan Fun gsi onal  * )  4*)  8*)  12*)  

16  Muatan  Lokal **)  2**)  4**)  6**)  

17  Pengem ba ngan  Kep ribadi an Pro fe sional  2 4 6 

Juml ah  40  82  122  

Cat at an:  * )  Pilih an  m ata  pe laj aran  

** )  Subst an sin y a dapat  m enj ad i bagian  dari mat a  pe la j aran  yang  ada,  b aik m ata  pe la j aran  waj ib  m aupun  pilih an.  

SKK untuk  substansi muatan  lokal term asuk  ke dalam  SKK mata  pel aj aran yang  dim uat i.  

 
Tabel 3.27 

Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa) 
 

 
No.  

 
Mata  Pel ajaran  

Bobot  Satuan  Kred it  Kom pete ns i (S KK)  

Tingk at an 5 /  

Derajat  Mahir  1  
Setara  Kelas X 

Tingk at an 6 /  

Derajat  Mahir  2  
Setara  Kelas XI - XI I  

 
Jum lah 

1 Pendi dik an Aga m a 2 4 6 

2 Pendi dik an Kew ar g an eg ar aa n 2 4 6 

3 Bahasa  In d one sia 4 10  14  
4 Bahasa  In g gr i s 4  10  14  

5 Mate ma tik a 4 6 10  

6 Fisik a 2 -  2  

7  Kim ia 2 -  2  

8  Biolog i 2  -  2  
9  Se ja r ah 1 4 5 

10  Ge og r af i 1  -  1  

11  Ekon o m i 2 -  2  

12  Sosio logi  2  -  2  

13  An t r op ologi  -  4  4  

14  Sastra  I n d on esia -  8  8  

15  Bahasa  Asin g -  8  8  
16  Seni  Bud ay a 2 4 6 

17  Pendi dik an Jasm ani, Olah raga dan  Keseha t an 2 4 6 

18  Keter am pil an Fun gsiona l * )  4 * )  8 * )  1 2 * )  

19  Muatan  Lokal **)  2 * * )  4 * * )  6 * * )  

20  Penge m ba ngan  Kep ribadian  Pr of esional  2  4  6 
Jum lah 40  82  1 2 2 

Catatan :   * )  Pili ha n m ata  pelaj aran  

** )  Subst an si nya  dapat  m enj ad i  bagian  dar i mat a  pe la j aran  yang  ada,  b aik m ata  pe la j aran  waj ib  m aupun  pilih an.  

SKK untuk  subst ans i muatan  lokal ter masu k ke dalam  SKK mata  pelaja ran yang  dim u at i .



Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 2014/2015 |  49
49 

 

3.   Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang 
Standar   Kompetensi   Lulusan   untuk   satuan   pendidikan   dasar   dan   menengah 
mengatur   dua   variabel,   yaitu   (a)   standar   kompetensi   lulusan   untuk   satuan 
pendidikan  dasar  dan  menengah  digunakan  sebagai  pedoman  pengembangan 
standar  isi,  standar  proses,  standar  penilaian  pendidikan,  standar  pendidik  dan 
tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  dan 
standar pembiayaan; (b) standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan 
menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan 
standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. 
Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam 
kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap 
tingkat dan/atau semester. 
Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) meliputi: 
1)  SD/MI/SDLB/Paket A; 
2)  SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan 
3)  SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C; 
SKL-SP  dikembangkan  berdasarkan  tujuan  setiap  satuan  pendidikan.  Pendidikan 
dasar   yang   terdiri   atas   SD/MI/SDLB/Paket   A   dan   SMP/MTs/SMPLB/Paket   B 
bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
Pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan 
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
keterampilan   untuk   hidup   mandiri   dan   mengikuti   pendidikan   lebih   lanjut. 
Pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan meningkatkan 
kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 
SKL-SP selengkapnya menurut satuan pendidikan disajikan berikut ini. 
1)  SD/MI/SDLB/Paket A 
ω   Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan 

anak. 
ω   Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 
ω   Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. 
ω   Menghargai  keberagaman  agama,  budaya,  suku,  ras,  dan  golongan  sosial 

ekonomi di lingkungan sekitarnya. 
ω   Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan 

kreatif. 
ω   Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan 

guru/pendidik. 
ω   Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. 
ω   Menunjukkan    kemampuan    memecahkan    masalah    sederhana    dalam 

kehidupan sehari-hari.
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ω  Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan 
sekitar. 

ω   Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 
ω    Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah 

air Indonesia. 
ω   Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. 
ω Menunjukkan   kebiasaan   hidup   bersih,   sehat,   bugar,   aman,   dan 

memanfaatkan waktu luang. 
ω   Berkomunikasi secara jelas dan santun. 
ω  Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri 

dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 
ω   Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. 
ω  Menunjukkan  keterampilan  menyimak,  berbicara,  membaca,  menulis,  dan 

berhitung. 

 
2)  SMP/MTs/SMPLB/Paket B 
ω  Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan 

remaja. 
ω   Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 
ω   Menunjukkan sikap percaya diri. 
ω   Mematuhi  aturan-aturan  sosial  yang  berlaku  dalam  lingkungan  yang  lebih 

luas. 
ω  Menghargai  keberagaman  agama,  budaya,  suku,  ras,  dan  golongan  sosial 

ekonomi dalam lingkup nasional. 
ω   Mencari  dan  menerapkan  informasi  dari  lingkungan  sekitar  dan  sumber- 

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. 
ω   Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 
ω    Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 
ω    Menunjukkan  kemampuan  menganalisis  dan  memecahkan  masalah  dalam 

kehidupan sehari-hari. 
ω   Mendeskripsi gejala alam dan sosial. 
ω   Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 
ω Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa,   dan   bernegara   demi   terwujudnya   persatuan   dalam   negara 
kesatuan Republik Indonesia. 

ω   Menghargai karya seni dan budaya nasional. 
ω   Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya. 
ω   Menerapkan  hidup  bersih,  sehat,  bugar,  aman,  dan  memanfaatkan  waktu 

luang. 
ω   Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 
ω Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat. 
ω   Menghargai adanya perbedaan pendapat. 
ω   Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana.
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ω   Menunjukkan  keterampilan  menyimak,  berbicara,  membaca,  dan  menulis 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. 

ω   Menguasai   pengetahuan   yang   diperlukan   untuk   mengikuti   pendidikan 
menengah. 

 
3)  SMA/MA/SMALB/Paket C 
ω   Berperilaku   sesuai   dengan   ajaran   agama   yang   dianut   sesuai   dengan 

perkembangan remaja. 
ω   Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri 

serta memperbaiki kekurangannya. 
ω   Menunjukkan  sikap  percaya  diri  dan  bertanggung  jawab  atas  perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya. 
ω   Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. 
ω   Menghargai  keberagaman  agama,  bangsa,  suku,  ras,  dan  golongan  sosial 

ekonomi dalam lingkup global. 
ω   Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif. 
ω   Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 

pengambilan keputusan. 
ω   Menunjukkan     kemampuan     mengembangkan     budaya     belajar     untuk 

pemberdayaan diri. 
ω   Menunjukkan  sikap  kompetitif  dan  sportif  untuk  mendapatkan  hasil  yang 

terbaik. 
ω   Menunjukkan    kemampuan    menganalisis    dan    memecahkan    masalah 

kompleks. 
ω   Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. 
ω   Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. 
ω   Berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara 

secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
ω   Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 
ω   Mengapresiasi karya seni dan budaya. 
ω   Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 
ω   Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan 

lingkungan. 
ω   Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 
ω   Memahami  hak  dan  kewajiban  diri  dan  orang  lain  dalam  pergaulan  di 

masyarakat. 
ω   Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. 
ω   Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis 

dan estetis. 
ω   Menunjukkan  keterampilan  menyimak,  membaca,  menulis,  dan  berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 
ω   Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.




